KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM KLASIFIKAS] KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Menimbang

Mengingal

Menetapkan

el

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis
vang elektif dan chsien serla untuk pengamanan dan
pengaksesan arsip dinamis, perlu mengatur sistem
klasifikasi kcamanan dan akses arsip dinamis di
lingkungan Badan Pelindungan Pekena Migran
Indonesia;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang
Sistern Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Badan Pelindungan Pekenja  Migran

Indonesia;

. -

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelindungan Pckerja Migran Indonesia [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TENTANG SISTEM KLASIFIKAS] KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai  bentuk dan  media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakalan, dan perseorangan dalam

pelaksanaan kchidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara,
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o 3
Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan sccara
langsung dalam kecgiatan pencipta Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.
Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan
dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa
dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan,
dan keselamatannya.
Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip scbagai hasil
dari kewenangan hukum dan otoritas legal seria
keberadaan sarana bantu untuk mempermudah
penemuan dan pemanfaatan Arsip.
Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan
dan Arsip Dinamis  yang  dihasilkan  dan
mengelompokannya.
Klasifikasi Keamanan  Arsip  adalah  kategori
kerahasiaan informasi  Arsip berdasarkan pada
tingkat keseriusan dampak vyang ditimbulkannya
terhadap kepentingan dan keamanan negara,
masyarakat, dan perorangan.
Pengamanan Arsip adalah program pelindungan fisik
dan informasi Arsip berdasarkan  klasifikasi
keamanannya.
Unit Pengolah adalah unit kerja atau saiuan kerja
pada pencipla arsip yang mempunyail tugas dan
tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan
dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga pemerintahan.
Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh orang banyvak tidak

merugikan siapapun,
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Rahasia adalah Arsip yang memilik! informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber dayva nasional, ketertiban umum,
termasuk dampak ckonomi makro. Apabila informasi
yvang Llerdapat pada Arsip bersifat sensitil bagi
lembaga forganisasi akan menimbulkan kerugian yang
serius  terhadap privacy, keuntungan kompetitil,
hilangnva kepercayaan, serta merusak kemitraan dan
reputasi,

Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja
vang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

. Pengguna Eksternal adalah sctiap orang atau badan

hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari
luar lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
sclanjulnya disebut BP2MI adalah lembaga
pemerintah nonkementerian yvang bertugas sebagai
pelaksana  kebijakan  dalam  pelayanan  dan
pelindungan pekerja migran Indonesia secara

terpadu.

Pasal 2

Sistern  Klasilikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis dimaksudkan untuk:

a. mendorong Unil Pengolah agar memberkaskan
Arsip Dinamis sccara lertib yang disertai dengan
daftar Arsip aktif;

b. memberikan petunjuk kepada Unit Pengolah agar
dapal mengamankan dan mematuhi kewenangan
akses lerhadap Klasifikasi informasi Arsip vang

telah ditetapkan;
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c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari
kerusakan dan kehtlangan sehingga
ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas,
dan realibilitas Arsip dapat terjaga; dan

d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak
sesual  dengan  kewenangan schingga dapat
mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh
pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan
dan kepentungan yang tidak sah.

Sistem Klasiikasi Keamanan dan  Akses Arsip

Dinamis bertujuan untuk:

a. menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan
Arsip Dinamis di lingkungan BP2MI;

b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis
kepada publik dengan prinsip cepal, tepat,
murah, dan aman;

¢. menyediakan informasi vyang dikategorikan
terbuka dan dapat diakses oleh publik;

d. terjaminnyva keamanan Arsip bagi informasi yang
dikecualikan; dan

e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh

pegawai di lingkungan BP2MIL.

Pasal 3
Sistem  Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis merupakan bagian dari tata kearsipan di
lingkungan BP2ZMI.
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan:
a. sentralisasi dalam penetapan kebijakan; dan

b. desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
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(3] Sentralisasi dalam penclapan kebijakan scbagaimana
dimaksud pada ayvat (2) huruf a meliputi:
a. penyusunan scrta penerapan pedoman dan
standar opcrasional prosedur;
b. sumber dava manusia; dan

C. sarana dan prasarara,

BAB I
KLASIFIKAS]I KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4
(1) Klasifikasi keamanan Arsip Dinamis terdiri alas:
a. Biasa/Terbuka;
b, Terbatas; dan
¢. Rahasia.
(2) Klasifikasi keamanan Arsip Dinamis scbagaimana
dimaksud pada ayvat (1) menentukan:
a. teknis pengamanan; dan

b. pengaturan akses.

Pasal 5
Arsip Dinamis dengan klasilikasi Biasa/Terbuka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1) hurufl a merupakan Arsip
vang Udak memihki dampak yang dapal mengganggu kinera
BP2MI.

Pasal 6
Arsip Dinamis dengan klasifikasi Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurul b merupakan Arsip
vang dar segl bobot imformasinya memiliki dampak vang

dapat menggangegu kinerja umt teknis di ingkungan BP2ZML.



Pagal 7

Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Rahasia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurul ¢ merupakan Arsip

vang mengandung dampak luas hingga mengganggu kinerja
BP2MI,

Pasal 8

Arsip Dinamis di hngkungan BP2MI dapat diakses olch

Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

(1)

(2]

13

[4)

(%)

Pasal 9
Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 meliputi:
a. Kepala Badan;
b, Sekretaris Utama dan Deputi;
c. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan
Inspektur,
d. pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabal
fungsional, pejabatl pelaksana, dan stal;, dan
. pengawas internal,
Kepala Badan schagaimana dimaksud pada avat (1)
hurufl a berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis
yang berada di BP2MI.
Pejabat schagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b
dan hurul ¢ berwenang mengakses Arsip Dinamis
vang lerdapat pada Unit Pengolah di  bawah
kewenangannya,
Pejabal scbagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
mengakses  Arsip Dinamis vang berada di  luar
kewenangannya, sctelah mendapatkan  izin dari
pecjabat pada Unit Pengolah vang bersangkutan.
Pejabal dan stal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis
Klasifikasi Biasa/Terbuka yvang berada pada tanggung

jawab, tugas, dan kewenangannya.



(B)

(7)

(1]

(<)

(3)

[4)

(3]

-

Pengawas Internal schagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul e berwenang mengakses seluruh Arsip
Dinamis di BP2MI dalam rangka melaksanakan lungsi
pengawasan internal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pengawas internal dalam mengakses seluruh Arsip
Dinamis di BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat
{7) harus berkoordinasi dengan Unit Pengolah.

Pasal 10
Pengguna Ekstecrnal scebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 meliput:
a. pengawas ckslernal,
b. aparat penegak hukum; dan
c. publik.
Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a berwenang mengakses scluruh Arsip
Dinamis di BP2MI dalam rangka melaksanakan fungsi
pengawasan sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengawas cksternal dalam mengakses seluruh Arsip
di BP2ZMI scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
berkoordinasi dengan Unit Pengolah.
Aparat pencgak hukum secbapaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf b berwenang mengakses Arsip di BP2MI
vang terkail dengan perkara atau proses hukum yang
sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan
fungsi penegakan hukum.
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat mengakses Arsip Dinamis BP2MI Klasifikasi
Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,



Pasal 11

Klasifikasi Keamanan dan Akscs Arsip Dinamis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Badan ini.

11

(2]

{3)

(4]

BAB 11
PENGAMANAN DAN PENYAMPAIAN ARSIP DINAMIS

Pasal 13

Pengamanan Arsip Dinamis di lingkungan BP2MI

menggunakan sarana perangkal keras dan perangkal

lunak.

Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

4. tempal penyvimpanan Arsip konvensional berupa
filing cabinet/rak Arsip untuk menyimpan Arsip
Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau
lemari besi untuk Arsip Rahasia;

b. tempal penyimpanan Arsip media baru berupa
leman Arsip scsual dengan tingkat Klasifikasi
Keamanan Arsip Dinamis; dan

C. ruang penvimpanan yang representatiil sesuai
dengan  tingkat  Klasihikasi Keamanan Arsip
Dinams.

Perangkat lunak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. daltar Arsip aktl, Arsip inaktil, Arsip Terjaga, dan
Arsip vital, dan

b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan Arsip inaktif,

Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2] hurul c dilengkapi dengan [fasilitas pengamanan

berupa:

a. kamcra pengawas;

b. kunci pengamanan ruangan;
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¢. tabung pemadam kebakaran; dan/atau
d. media simpan Arsip.

Pasal 14

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun

informasi Arsip Dinamis konvensional sesuai dengan

Klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman  yang

dilindung dengan ketentuan sebagai berikut:

a, penyvampalan  inflormasi Arsip Dinamis  dengan
Klasifikasi biasa/terbuka tidak ada persyaratan
prosedur khusus;

b. penyampalan informasi Arsip Dinamis  dengan
Klasifikasi terbatas menggunakan amplop segel;

c. penyampailan inflormasi Arsip Dinamis  dengan
Klasilikasi rahasia:

1. menggunakan warna kertas vang berbeda;

diberi kode rahasia;

menggunakan amplop dobel;

menggunakan amplop segel, stempel rahasia; dan

L s

dikirim melalui orang vang sudah diberi
kewenangan dan  tanggung jawab terhadap
pengendalian arsip atau dokumen rahasia.

Pasal 15

Penyampaian dalam rangka penanganan hsik maupun

informasi Arsip Dinamis elektronik sesuai dengan Klasifikasi

dapat dilakukan melalui pengiriman yvang dilindungi dengan
ketentuan sebagai bernkut:

a. penyampaian informasi  Arsip  Dinamis dengan
Klasifikasi biasa/terbuka tidak ada prosedur khusus;

b. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan
Klasifikasi terbatas menggunakan paling sedikit
enkripsi, surat clektronik yang dikirim dengan alamat
khusus, atau password apabila pesan elektronik/surat

elekironik berisi data informasi personal; dan
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c. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan
Klasifikasi rahasia:
1. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi
pesan elekironik atau surat elektronik rahasia;
2. menggunakan persandian atau knptografi; dan

J. harus ada konfirmasi dari penerima pesan
elektronik atau surat elektronik.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Badan 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



e
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan pencmpatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dhictapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Marel 2022

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDARNI

Dimundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ltd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 233
SALINAN SESUAL DENGAN ASLINYA




KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGEKUNGAN BP2MI

e £

LAMPIRAN
PERATURAN

BADAN

MIGRAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM KLASIFIKAS]I KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS D] LINGKUNGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A.  KLASIFIKAS] KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF DI LINGKUNGAN BP2MI

PELINDUNGAN

PEKERJA

KLASIFIKASI JENIS ARSIP/DOKUMEN KLASIFTKASI HAK AKSES DASAR UNIT
' ARSIP KEAMANAN PERTIMBEANGAN | PENGOLAH
INTERNAL | EKSTERNAL
PR PERENCANAAN
' PR.O1 Pokok-Pokok Kebijakan dan
Strategi Pembangunan
PR.O1.01 a. Rencana Pembangunan | Biasa/ Terbuka " Eselon IV, P'ublii-v.'.,_ N Tidak memihiki Biro
Jangka Panjang / Master Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Flan (RPJP) Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinena instansi sama
EI Internal Hukum
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PR.0O1.02 b. Rencana Pembangunan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Jangka Menengah (RP.JM] Sub Pengawas dampak vang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.OL.03 c. Rencana Strategis [Renstra) Biasa,/ Terbuka Eselon IV, Publilk, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinera instansi sama
Internal Hukum
FR.O2 Rencana Kerja
| PR.O2.01 a. Usulan Kegiatan Unit Kerja | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
- beserta Data Pendukung Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
koordinator, Eksternal, menggangy dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.OZ2.02 b. Rencana Kerja Tahunan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak vang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.0O2.03 c. Rencana Kerja berdasar Biasa,/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Pagu Indikatif Sub Pengawas dampak vang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, Menggangu dan Kenja
Pengawas Penegak kinerja instansi SAma
Internal Hukum
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PR.02.04 d. Inisiatilf Baru / New Inisiatiyf | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, menggangu | dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi | sama
Internal Hukum
PR.03 Penetapan/Kontrak Kinerja
I
PR.03.01 a. Kepala Badan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, | vang menggangu | Perencanaan
Internal Penegak fungsi dan tugas dan Kerja
Hukum instansi Sama
;HF_R,GB,{]E b. Pimpinan Unit Kerja / Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
' Satuan Kerja Pengawas Eksternal, yvang menggangu | Perencanaan |
Internal Penegak fungsi dan tugas dan Kerja
Hukum instansi sama
PR.03.03 c. Eselon 1/ Eselon IV/ Staf / | Biasa/ Terbuka | Eselon IV, Publik, | Tidak memiliki Biro
Pejabat Fungsional Tertentu Sub Pengawas dampak vang Perencanaan
dan Fungsional Umum Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.04 Perencanaan Anggaran
PR.04.01 a. Penyusunan Rencana Terbatas Eselon II, Publik, Memiliki dampak " Biro
Anggaran (RKAKL, POK) Pengawas Pengawas yang menggangu | Perencanaan
Internal Eksternal, kinerja instansi dan Kerja
Penegak sama
Hukum 1
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PR.04.02 b. Penetapan Anggaran (DIPA) Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, Menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.04.03 ¢. Perencanaan PNBP Biasa,/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan |
Koordinator, Eksternal, mengEangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinena instansi sama
Internal Hukum
PR.04.04 d. Standarisasi Harga Satuan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Perencana Barang Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, Menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.04.05 e. Standar Biaya Keluaran Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak vang Perencanaan |
Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.05 Revisi Anggaran
PR.05.01 a. Revisi DIPA dan POK Terbatas Eselon 11, Publik, Memiliki dampak Bira
Pengawas Pengawas vang menggangu | Perencanaan
Internal Eksternal, kinerja instansi dan Kerja
Penegak sama

Hukum
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Hukum

PR.O5.02 b. Anggaran Biaya Tambahan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Koordinator, | Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.05.03 c. APBN Perubahan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak vang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, menggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.06 (5] Laporan
PR.06.01 a. Laporan Berkala (Bulanan, Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Triwulan, Semesteran) Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Koordinator, | Eksternal, MengEangL dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.06.02 b. Laporan Tahunan {(Unit Biasa/ Terbuka Eselon [V, Publik, Tidak memiliki Biro
Kerja, Badan) Sub Pengawas dampak yang Perencanaan
Koordinator, Eksternal, mMenggangu dan Kerja
Pengawas Penegak kinerja instansi sama
Internal Hukum
PR.06.03 c. Laporan Khusus Terbatas Eselon 11, Publik, Memiliki dampak Biro
Pengawas Pengawas vang menggangu | Perencanaan
Internal Eksternal, kinerja instansi dan Kerja
Penegak Sama
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- risalah pembuatan MoU;

- rancangan/draft awal;

- rancangan/draft akhir;

- memori perjanjian;

- naskah ash vang
ditandatangani.

KE II | KERJA SAMA
KE.O1 1  Kerja Sama Dalam Negeri
Perjanjian Kerja Sama Dalam Terbatas Eselon 11, Publil, Memiliki dampak Biro
Negeri Pengawas Pengawas yang menggangu | Perencanaan
Internal Eksternal, kinerja instansi dan Kerja
- telaah/ kajian/ evaluasi dan Penegak SAMA
pertimbangan hukum; Hukum
- risalah pembuatan Moll;
- rancangan/draft awal;
- rancangan/draft akhir;
- memori perjanjian; dan
- mnaskah asli yang
] ditandatangani.
| KE.O2 2 Kerja Sama Luar Negeri
Mol Kontrak/ Perjanjian Terbatas Eselon 11, Publik, Memiliki dampak Biro |
Kerjasama Luar Negeri Pengawas Pengawas yang menggangu | Perencanaan |
Internal Eksternal, kinerja instansi dan Kerja
- telagh/ kajian/ evaluasi dan Penegak sama
pertimbangan hukum; Hukum
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HEK HURKUM
HK.O01 Program Legislasi N
HK.01.01. a. Bahan/Materi Program Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publile, Tidak memiliki Biro Hukum
Legislasi Nasional Sub Pengawas dampak vang dan Humas
Koordinator, Elksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
HK.01.02 b. Program Legislasi Badan Biasa/ Terbuka Eselan IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Sub Pengawas dampak yang dan Humas
- inventarisir Peraturan Koordinator, Eksternal, mengeangguy
Badan; dan Pengawas Penegak kinerja instansi
- laporan. Internal Hukum
HEK.02 Produk Hukum
HK.02.01 a. Produk Hukum vang Bersifat | Biasa/ Terbuka | Eselon IV, Publik, Tidak memiliki | Biro Hukum |
Pengaturan Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mMeTEEAngEu
- Peraturan Badan: Pengawas Penegak kinerja instansi
- Instruksi Badan: dan Internal Hukum
- Surat Edaran, dil.
HK.02.02 b. Produk Hukum yang Bersifat | Biasa/ Terbuka Eselon [V, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Penetapan Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengEanggu
-  Keputusan Kepala Badan; Pengawas Penegak kinerja instansi
- Keputusan Eselon |; dan Internal Hukum

- Surat Perintah, dll.
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HK.03 Pedoman/ Petunjuk | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memliki Biro Hukum
Pelaksanaan (NSPK) Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, MeNgEanggu
- Naskah Akademik; Pengawas Penegak kinerja instansi
- penyusunan draf awal; Internal Hukum
- penyusunan draf akhir; dan
- penetapan pedoman/
standar/ perunjuk
pelaksanaan / petunjuk
teknis dan prosedur tetap. |
HK.04 Dokumentasi dan Informasi Biasa/ Terbuka | Eselon IV, Publik, Tidak memiliki | Bire Hukum
Hukum Sub Pengawas dampak yvang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mMengganggu
-  Undang-Undang; Pengawas Penegak kinera instansi
- Peraturan Pemerintah; Internal Hukum
- Peraturan Presiden;
- Keputusan Presiden; dan
- peraturan-peraturan lain
yang dijadikan referensi,
HK.05 Sosialisasi, Penyebarluasan o o
Informasi dan  Pembinaan
Hukum
HK.05.01 a. Sosialisasi / Diseminasi Biasa,/ Terbuka Eselon 1V, Publil, Tidak memilik: Biroa Hukum
Hukum Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengEanggL
Pengawas Penegak kinecrja instansi
Internal Hukum
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HK.05.02 b. Penyebarluasan Produk dan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Informasi Hukum Sub Pengawas dampak vang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengeanggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
| HK.05.03 ¢. Pembinaan Hukum Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Sub Pengawas dampak vang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
HK.06 Bantuan/Konsultasi
Hukum fAdvokasi
| HK.06.01 a. Bantuan dan Konsultasi Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Hukum /Advokasi Pidana Pengawas Eksternal, Vang dan Humas
Internal Penegak Mmengganggu
Hukum kinerja instansi
HE.086.02 b. Bantuan dan Konsultasi Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Hukum/Advokasi Perdata Pengawas Eksternal, yang dan Humas
Internal Penegak mengganggu
Hukum kinerja instansi
HEK.06.03 ¢. Bantuan dan Konsultas: Terbatas Eselon 1, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Hukum /Advokasi Tata Pengawas Eksternal, yang dan Humas
Usaha Negara Internal Penegak mengganggu
Hukum kinerja instansi
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HK.06.04 d. Bantuan dan Konsultasi Terbatas Eselon 11, Pengawas | Memiliki dampak | Biro Hukum
Hukum /Advokasi Pengawas Eksternal, vang dan Humas
Ketenagakerjaan Internal Penegak MENgEanggu
Hukum kinerja instansi
HK.06.05 ¢, Bantuan dan Konsultasi Terbatas Eselon I, Pengawas | Memiliki dampak | Biro Hukum
Hukum /Advokasi Pengawas Eksternal, yvang dan Humas
Internasional Internal Penegak mengganggu
Hukum kinerja instansi
HK.O7 Kasus/Sengketa Hukum |
HK.07.01 a. Kasus atau Sengketa Hukum Terbatas Eselon II, Pengawas | Memiliki dampak | Biro Hukum |
Pidana FPengawas Eksternal, Yang dan Humas |
Internal Penegak mengganggu |
- proses pemeriksaan; Hukum kinerja instansi
- penyelidikan;
- penyidikan; |
- penangkapan,
- penahanan; dan
- penuntutan.
HK.O7.02 b. Kasus atau Sengketa Hukum Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Perdata Pengawas Eksternal, yang dan Humas
Internal Penegak mengganggu
-  panggilan sidang,; Hukum kinerja instansi

-  panggilan banding;

- panggilan kasasi;

- telaah hukum dan opini
hukum; dan

- berkas peninjauan
kembali, dil
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HK.07.03

. Kasus atau Sengketa Hukum Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Tata Usaha Negara Pengawas Eksternal, yang dan Humas
. _ Internal Penegak MmEengganggul
- pangglan sidang; Hukum kinerja instansi
- panggilan banding,
memorl banding,
Putusan Banding;
- panggilan kasasi,
memori kasasi, Putusan
Kasasi; dan
- panggilan peninjauan |
kembali, memori
peninjauan kembali,
Putusan Peninjauan
Kembali.
HK.07.04 - Kasus atau Sengketa Hukum Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Arbitrase Pengawas Eksternal, vang dan Humas
_ Internal Penegak men
- !’.‘IEI‘}C.E[E panggilan; Hukum kinerj&?ﬂ;mﬁai
- Jawaban hearing,
- kontra memori, alat
bukti tambahan, saksi;
dan
- Putusan Arbhitrase, dil
HK.07.05 - Ringkasan Hasil Putusan Terbatas Eselon II, Pengawas | Memiliki dampak | Biro Hukum
Pengadilan terkait kasus Pengawas Eksternal, vang dan Humas
hukum Internal Penegak Mmengganggul
Hukum kinerja instansi
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HK.08 Telaah Hukum/ Judicial Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Review Peraturan Perundang- Pengawas Eksternal, yang dan Humas
undangan Internal Penegak mengganggu

Hukum kinerja instansi
panggilan sidang; dan
- Surat Kuasa.
HK.09 Terjemahan Peraturan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro Hukum
Perundang-undangan Pengawas Eksternal, yang dan Humas
Internal Penegak Mengeanggu
- bahan terjemahan; Hukum kinerja instansi
- undangan;
- daftar hadir;

I - hasil terjemahan vyang |

| sudah ditandatangani oleh

| Kementerian vang

: membidangi peraturan .

perundang-undangan; dan . |
hasil terjemahan. | !

HM HUBUNGAN MASYARAKAT N N

HM.01 Pengumpulan, Pengolahan,
dan Penyajian Informasi
Kelembagaan |

SR e — TN L. T T — —mtaame :
HM.01.01 a. Brosur/Leafllet/Poster Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki | Biro Hukum
Sub Pengawas dampak vang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengeangegu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
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HM.01.02 b. Pengumuman/Pemberitaan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memuliki Biro Hukum
Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengeanggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
HM.01.03 ¢. Kliping koran Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publile, Tidak memiliki Biro Hukum
Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum

HM.02 Hubungan Antar Lembaga

HM.02.01 a, Hubungan Pemerintahan Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
(Eksekutif, Yudikatif, Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Legislatif) Koordinator, Eksternal, mengeanggu

Pengawas Penegalk kinerja instansi
Internal Hukum

HM.02.02 b, Hubungan dengan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Perguruan Tinggl /Sekolah Sub Pengawas dampak yang dan Humas
termasuk magang, Koordinator, Eksternal, mengEanggu
Pendidikan Sistem Ganda Pengawas Penegak kinerja instansi
(PSG), Praktek Kerja Internal Hukum
Lapangan (PKL),

HM.02.03 c. Hubungan dengan Forum | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Bire Hukum
Kehumasan /Bakohumas/Pe Sub Pengawas dampak yang dan Humas
rhumas Koordinator, Eksternal, MENgEANELU

Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
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HM.02.04 d. Hubungan dengan Media Biasa/ Terbulka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Massa Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, Mengganggu
slaran pers/ Konferens: Pengawas Penegak kinerja instansi
pers/ Press; Internal Hukum
-  release;
- kunjungan
wartawan/peliputan;
-  media visit; dan
- Wawancara.
HM.03 Rapat Dengar Pendapat Rahasia Eselon 11, Penpawas Apabila diketahui | Biro Hukum
(Hearing) dengan DPR Pengawas Eksternal, oleh pihak yang dan Humas
Internal Penegak tidak berhak
- surat undangan dari DPR; Hulkum dapat
- bahan/maten RDF mengakibatkan
- laporan/ hasil RDP lerganggunysa
fungsi
penvelenggaraan

negara, sumber
dava nasional,
ketertiban
umum, termasuk
dampak ekonomi
makro. Apabila
informasi yang
terdapat dalam
Arsip bersifat
sensitif bag
lembaga/orgams
as1 akan
menimbulkan
kerugian yang




S I

serius terhadap
privasi,
keuntungan
kompetitif,
hilangnya
kepercayaan,
serta merusak
kemitraan dan

reputasi
HM.04 Bahan/Materi Pidato/Sidang | Biasa/ Terbuka = Eselon IV, Publilk, Tidak memiliki Biro Hulkum
MPR, DPR, DPD, Kabinet Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
| Internal Hukum
HM.O05 Dokumentasi Hasil Liputan Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Kegiatan Pimpinan atau Acara Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Kelembagaan Koordinator, Eksternal, MENgEangguy .
Pengawas Penegak kinerja instansi |
Internal Hukum '
|
HM.06 Penerbitan dan Publikasi | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Birc Hukum |
Majalah, Buletin, Koran dan Sub Pengawas dampak vang dan Humas
Jurnal Koordinator, Eksternal, Mengeganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum J
e . i
HM.D7 Pameran/Sayembara, Festival Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Sub Pengawas dampak vang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengEangeEu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum |
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HM.08 B8 | Penghargaan/ Tanda HKenang- | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Kenangan Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinator, Eksternal, mengganggu
Pengawas Pencgak kinerja instansi
Internal Hukum
HM.09 9 Ucapan Terima Kasih, Ucapan | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memilik: Biro Hukum
Selamat, Bela Sungkawa, Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Permohonan Maaf Koordinator, Eksternal, MENERANEZEU
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
HM.10 10 | Layanan Informasi Publik Biasa,/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
(PPID) Sub Pengawas dampak vang dan Humas
| Keordinator, Eksternal, mengeganggu
- prosedur layanan mnformai Pengawas Penegak kinerjia instansi
publik; Internal Hukum
- laporan layanan informasi
publik; dan
- ringkasan pemohon
informasi publik.
aT V | ORGANISASI DAN
KETATALAKSANAAN
0T.01 1 Organisasi
OT.01.01 a. Struktur Organisasi, Tugas | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Pokok dan Fungsi Organisas: sub Pengawas dampak vang Daya Manusia
Koordinatar, Eksternal, MENEEANEEL dan
- analisis organisasi; Pengawas Penegak kinerja mmstansi Organisasi
pembentukan; Internal Hukum

pengubahan; dan




s

- analisis beban ke
- kelas jabatan;

rja;

- peta jabatan; dan

- evaluasi jabatan.

- pembubaran;
OT.01.02 b. Evaluasi Organizas Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Sub Pengawas dampak yvang Daya Manusia
Koordinator, Eksternal, mMengEanggu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
OT.02 Tata Laksana
OT.02.01 a. Sistem dan Prosedur Kerja Biasa; Terbuka Eselon IV, Publil, Tidak memiliki Biro Sumber
Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia
- BO0P/prosedur tetap Koordinator, Eksternal, MeNgeangau dan
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
]
| OT.02.02 b, Kajian/ Analisis Jabatan/| Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Analisis Manajemen serta Sub Pengawas dampak vang Daya Manusia
Penyuluhan Koordinator, Eksternal, mengEanga dan
Ketatalaksanaan Pengawas Penegak Kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
- analisis jabatan,
- uraian jabatan;
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[GT.E]E.DE c. Standar Kompetensi Jabatan | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Sub Pengawas dampak yang Dava Manusia
- struktural; dan Koordinator, Eksternal, MengEanggu dan
- fungsional Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
OT.03 Reformasi Birokrasi Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Sub Pengawas | dampak vang Daya Manusia
Koordinator, Eksternal, mengganggu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
' KP KEPEGAWAIAN i
i e = - — |
KP.01 Formasi Pegawai |
KP.01.01 a. Usulan dari Unit Kerja Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publilk, Tidak memualiki Biro Sumber
Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia
- hasil analisis jabatan; dan Koordinator, Eksternal, menggangguy dan
- hasil analisis beban kerja Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
KP.01.02 b. Usulan permintaan formasi | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
ke Kementerian Sub Pengawas dampak yang | Daya Manusia
Pendayagunaan Aparatur Koordinator, Eksternal, MengEangeu dan
Negara dan Reformasi Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Birokrasi Internal Hukum
- surat permintaan

persetujuan formasi pada
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi
Birokrasi




.
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elektronik;

- seleksi administrasi,
- pemanggilan peserta test;
- pelaksanaan ujian tertulis;

KP.01.03 c. Persetujuan formasi dan Biasa/ Terbuka | Eselon IV, |  Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Menpan Sub Pengawas dampak yang | Daya Manusia
Koordinator, Eksternal, Mengganggu dan
-  Burat persetujuan formasi Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
dari Kementerian Internal Hukum
Pendayagunaan Aparatur
Megara dan  HReformasi
Birokrasi
KP.01.04 d. Penctapan Formasi Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biroc Sumber
Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia
- SK Penetapan formasi Koordinator, Eksternal, Mmenggange dan
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
KP.O1.02 ¢. Penetapan Formasi Khusus Biasa/ Terbuka Esclon 1V, Publik, Tidak mermlika Biro Sumber
Sub Pengawas dampak yang Dayva Manusia
- 8K Penetapan formasi Koordinator, Eksternal, mengganggu dan
khusus Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
KP.02 Pengadaan ASN PNS
KP.02.01 a. Proses Penerimaan Pegawal Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Negeri Sipil (PNS) Sub Pengawas dampak yang | Dayva Manusia
Koordinalor, Eksternal, mengganggu dan
- pengumuman melalui Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
media cetak maupun Internal Hukum
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- pelaksanaan ujian
kesehatan;

-  keputusan hasil ujian;

- wawancara; dan

- keputusan kelulusan.

KP.02.02 b. Penetapan Pengumuman Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Kelulusan Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia
Internal Penegak mengganggu dan
Hukum kinerja instansi Organisasi
KP.02.03 c. Berkas Lamaran yang Tidak Terbatas Eselon 11, Pengawas Memililki dampak | Biro Sumber
Ditenma Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia |
Internal Penegak Mengganggl dan
Hukum kinerja instansi Organisasi
KP.02.04 d. Nota Usul dan Kelengkapan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber i
Penetapan NIP Pengawas Eksternal, terkait privasi Daya Manusia
Internal Penegak SCSCOTang dan
- surat lamaran; Hukum Organisasi
- ijazah;
- SRKCK;
- kartu kuning;
- surat keterangan dokter,
- dll (dizesuaikan).
KP.02.05 e. Nota Usul dan Pengangkatan Terbatas Eselon 1, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
CPN3 Menjadi PNS Lebih 2 Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia
{dua] Tahun Internal Penegak mengganggu dan
Hukum kinerja instansi Organisasi




-35 -

KP.02.06 f. SK CPNS/PNS Kolektif Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia
Internal Penegak mengganggu dan
Hulkum kinerja instansi Organisasi
KP.03 Pengadaan ASN P3K (Pegawai
. Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja)/ Pegawai Kontrak
KP.03.01 a. Proses Penernimaan ASN P3K | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Sub Pengawas dampak vang Daya Manusia
pEngUIMUImMAan penerimaar Koordinator, Eksternal, MENgEANZEL dan
ASN/P3K; Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
seleksi administrasi; Internal Hukum .
pemanggilan peserta test; |
- pelaksanaan ujian tertulis; |
- pelaksanaan ujian '
kesehatan;
-  Kemampuan bidang;
- Keputusan hasil ujian;
dan
- WHWANCATA.
KP.03.02 b. Penetapan Pengumuman Terbatas Eselon [I, Pengawas Memiliki da_mpal-r Biro Sumber
Kelulusan Pengawas Eksternal, vang Daya Manusia
Internal Penegak mengganggll dan
Hukum kinerja instansi Organisasi
KP.03.03 c. Pengangkatan ASN P3K Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia
- surat lamaran: Internal Penegak mengeanggu dan
- ijazah; Hukum kinerja instansi Organisasi

- SKCK;
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- kartu kuning;

- surat keterangan dokter;
dan

- dll (disesuaikan)

e r——

KP.03.04 d. Berkas Lamaran yang Tidak Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Diterima Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia |
Internal Penegak Mengeangau dan
Hukum kinerja instansi Organisasi
KP.03.05 e. SK / Perjanjian Kerja Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Pengawas Eksternal, Yang Daya Manusia
Internal Penegak MENgEAngEY dan
Hukum kinerja instansi Organisasi
KP.04 Pengadaan Pegawai Non ASN/ Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
PPNPN Sub Pengawas dampak yang Daya Manusia
Koordinator, Eksternal, mengganggy dan
- berkas lamaran; dan Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
- 8K Penetapan Internal Hukum
KP.05 Pengadaan Jabatan Pimpinan - =
Tinggi Madya dan Pratama
KP.05.01 a. Proses Penerimaan Jabatan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Bire Sumber
Pimpinan Tinggi Madya dan Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia
Pratama Internal Penegak mengganggu dan
Hukum kinerja instansi Organisasi

- pEngumumarn;
- seleksi administrasi;
- pemanggilan peserta test;

- pelaksanaan ujian tertulis;




. | e
- assesment center,
- kompetensi bidang; dan
- keputusan hasil ujan dan
WAaWANCAaTAE
KP.053.02 b. Penetapan Pengumuman | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Kelulusan sub Pengawas dampak yang Daya Manusia
Koordinator, Eksternal, mengganggu dan
- penetapan pengumuman Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
kelulusan Internal Hukum
KP.05.03 c. Berkas Lamaran yang Tidak | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Diterima Sub Pengawas dampak vang Dayva Manusia
Koordinator, Eksternal, Mengeangeu dan
Penpgawas Penegak kineria instansi Organisasi
Internal Hukum
KP.05.04 d. Usul Rekomendasi Komisi| Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memilik Biro Sumber
Aparatur Sipil Negara Sub Pengawas dampak yang | Daya Manusia
Koordinator, Eksternal, mengganggu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hulkum
KP.05.05 ¢. Nota Usul ke Presiden Biasa, Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Sub Pengawas dampak vang Daya Manusia
Koordinator, Eksternal, mengEan g dan
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
Internal Hukum
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KP.06 Pembinaan, Pengembangan
Harir dan Penilaian Pegawai
KP.06.01 a. Tugas Belajar/ ljin Belajar/ Terbatas Eselon 11, Pengawas
Diklat/ Kursus/Ujian Pengawas Eksternal,
Dinas/ Ujan Penyesuaian Internal Penegak
Kenaikan Pangkat Hulkum

edaran | PENEUMUmAn
berkenaan dengan studi
lanjut;

surat menyurat
permohonan dari pegawai
dan atau usulan studi;
laporan hasil tes masuk

Perguruan Tinggi yang
dituju;

ikatan kerja atau surat
perjanjian ijin/tugas
belajar;

Surat Perintah /tugas
belajar/ SK/ surat ijin;
laporan perkembangan
studi;

fjazah;

akreditasi program studi;
STTPL; dan
sertifkat.

Memiliki dampak
yang
mengganggu
kinerja instansi

Biro Sumber
Dava Manusia
dan
Organisasi
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- Berita Acara Pemeriksaan,

- pernvataan tudak puas;

- SK pemberian hukuman
disiplin;

- permohonan Banding; dan

- 8K Ketetapan banding.

KP.06.02 b. Sasaran Kinerja Pegawai Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
(SKP) Pengawas Eksternal, Vang Daya Manusia
Internal Penegak mengeangEu dan
Hukurm kinerja instansi Organisasi
KP.06.03 ¢. Pakta Integritas/ Kesetiaan Terbatas Esclon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
pada ldeologi Pancasila Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia
Internal Penegak MEengganggu dan
Hukum kinerja instansi Organisasi
KP.06.04 d. Penetapan Angka Kredit Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
(PAK) Pengawas Eksternal, Vang Daya Manusia
Internal Penegak | mengganggu dan
- DUPAK,; dan Hukum kinerja instansi Organisasi
- PAK
KP.06.05 e. Disiplin Pegawai Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Pengawas Eksternal, vang Daya Manusia
- daftar hadir dan Internal Penegak mMEnNgEanggu dan
rekapitulasi; dan Hulkum kinerja instansi Organisasi
- kehadiran.
KP.0&.06 f. Hukuman Disiplin Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Pengawas Eksternal, yang Daya Manusia
- surat pemanggilan; Internal Penegak mengeanggu dan
- surat peringatan; Hukum kinerja instansi Organisasi
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g:_Ftngha.rgaan dan Tanda

Biasa, Terbuka

KP.06.07 Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Sumber
Jasa [ Satya Lencana Karya Sub Pengawas dampak vang Daya Manusia
Satya (10, 20, 30) Koordinator, Eksternal, MengEangeu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi Organisasi
-  administrasi; Internal Hukum
SK Penetapan; dan
- sertifilkat/ piagam.
1
KP.O7 Mutasi Pegawai
KP.OT.01 a. Alih Status, Pindah Instansi, Terbatas E=zelon II, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber
Pindah Wilayah Kerja, Pengawas Eksternal, YANE Daya Manusia
Diperbantukan, Internal Penegak menggangegu dan
Dipekerjakan, Penugasan Hukum kinerja instansi | Organisasi
Sementara, Pindah |
Sementara, Mutasi Antarunit '
- Burat Permohonan;
- Surat Alih I
Tugas/Perpindahan;
- Surat Keputusan,
- Surat Tugas; dan
- MNota
persetujuan/pertimbanga
n BKN.
KP.07.02 | b. Mutasi Keluarga Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro Sumber |
Pengawas Eksternal, vang Daya Manusia
- surat izin Internal Penegak MengRanggy dan
pernikahan/ perceraian; Hulum kinerja instansi Organisasi

- surat penoclakan izin;
- surat nikah /cerai;
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- akte kelahiran anak;

- surat keterangan adopsi
anak; dan

- surat keterangan
meninggal dunia.

KP.07.03

c. Usul Kenaikan

Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Bire SDM dan
Pangkat/Golongan Pengawas Eksternal, yang Organisasi
Internal Penegak MENgEangg
- nota usul kenaikan Hukum kinerja instansi
pangkat/ golongan;
- sertifikat lulus uji
kompetensi; dan
- SK Kenaikan
Pangkat/Golongan.
KP.0O7.04 d. Kenaikan Gaji Berkala Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Pengawas Eksternal, VANg Organisasi
- usulan; dan Internal Penegak Mengganggy
- Surat Keputusan Hukum kinerja instansi
Kenaikan Gaji Berkala
KP.O7.05 e. Usul Pengangkatan dan Terbatas Eselon 11, Pengawas | Memiliki dampak | Biro SDM dan
Pemberhentian dalam Pengawas Eksternal, yang Organisasi
Jabatan Internal Penegak menggangg
Hukum kinerja instansi
- usulan dan SK Kenaikan
Jabatan:
- wusulan dan SK
Penganglatan Jabatan;
dan

- usulan dan SK
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pemberhentian Jabatan

KP.07.06 Usul Penetapan Perubahan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Data Pengawas Eksternal, vang Organisasi
Dasar/Status/Kedudukan Internal Penegak mengganggu
Hukum Pegawai Hukum kinerja instansi
- usulan;

- nota persetujuan;
- 3K, dan
- surat persetujuan
KP.O7.07 . Peninjauan Masa Kerja Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Pengawas Eksternal, yvang Organisasi
- usulan; Internal Penegak mengganggu
-  nota persetujuan; Hukum kinerja instansi
- SK; dan
- Sural persetujuan.
KP.O7.08 h. Badan Pertimbangan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Jabatan dan Kepangkatan Pengawas Eksternal, vang Organisasi
(BAPERJAKAT) Internal Penegak menggangguy
Hukum kinerja instansi
- administrasi; dan
- mnotula.
KP.08 Administrasi Pegawai
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KP.08.01 a. Cut Besar Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Penigawas Eksternal, yang Organizsasi
- surat permohonan cuti; Internal Penecgak Mmengeanggu
dan Hukum kinerja instansi
- _surat cuti.
KP.08.02 b. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Terbatas Eselon [, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Cun Tahunan Pengawas Eksternal, yang Organisasi
Internal Penegak mengganggu
- surat permohonan cuty; Hukum kinerja instansi
dan
- surat cuti.
KP.08.03 c. Cuti Alasan Penting Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Pengawas Eksternal, yang Organisasi
- surat permohonan cuti; Internal Penegak MEengganggy
dan Hukum kinerja instansi
. - surat cuti.
| KP.D8.04 d. Cuti Diluar Tanggungan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Negara [CTLN) Pengawas Eksternal, yang Organisasi
Internal Penegak Mmengganggu
- surat permohonan cuti; Hukum kinerja instansi
dan
- surat cuti,
KP.0B.035 e. Dokumentasi ldentitas Terbatas Eselon [I, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Pegawai Pengawas Eksternal, yang Organisasi
Internal Penepak MEngEanggu
- usul penetapan; Hukum kinerja instansi

- Karpeg/KPE/Karis/Karsu;
- LHEKASN [Laporan Harta
Kekayaan ASN);
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- keanggotaan organisasi;

-  penawaran asuransi,

- profesi/kedinasan;
- LP2P/SPT
Tahunan/NPWP; dan
KP4,
KP.08.06 f. Daftar Urut Kepangkatan Terbatas Eselon II, Pengawas | Memiliki dampak | Biro SDM dan
(DUK) Pengawas Eksternal, vang Organisasi
Internal Penegak MEengganggu
Hukum kinerja instansi
KP.09 Kesejahteraan Pegawai
KP.09.01 a. Layanan Pemeliharaan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Kesehatan Pegawai Pengawas Eksternal, yang Organisasi
Internal Penegak Mengganggu
- rekam medis: Hukum kinerja instansi
- kartu anggota;
- surat keterangan sehat;
dan
- surat keterangan sakit.
KP.09.02 b. Asuransi Pegawai/ ASKES/ Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
BPRJ3 Pengawas Eksternal, yang Organisasi
Internal Penegak Mengganggu
- administrasi pendaftaran; Hukum kinerja instansi
dan
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KP.09.03 c. Bantuan Sosial Biasa,/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki | Biro SDM dan
Sub Pengawas dampak yvang Organisasi
- tanda terima; dan Koordinator, Eksternal, mengganggu
- ucapan. Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
KP.09.04 d. Rekreasi, Olah Raga, Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki | Biro SDM dan
Kesenian Sub Pengawas dampak vang Organisasi
Koordinator, Eksternal, mengganggu
- penctapan anggaran, Pengawas Penegak kinerja instansi
- administrasi; dan Internal Hukum
- laporan
pertanggungjawaban.
KP.10 10 | Perselisihan/Sengketa Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Kepegawaian Pengawas Eksternal, vang Organisasi
Internal Penegak Menggangeu
- pengaduan; Hukum kinerja instansi
- laporan;
- notula;
- Berita Acara Pemeriksaan;
dan
- SK.
KP.11 11 Pemberhentian Pegawai Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Pengawas Eksternal, yang Organisasi
- usulan pemberhentian Internal Penegak mengganggu
pegawai;, dan Hukum kinerja instansi

- penetapan pemberhentian
pegawai.
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KP.12 12 | Pemberhentian karena Terbatas Eselon I1, Pengawas Memiliki dampak | Biro SDM dan
Pensiun Pegawai/Janda/Duda Pengawas Eksternal, yang Organisasi
& PNS yang Tewas Internal Penegak mengeanggu

Hukum kinerja instansi
usulan pemberhentian '
dan penetapan pensiun
pegawai/janda/duda fe
PNS yang tewas;

SK pemberhentian dan

penetapan pensiun

pegawai/janda/duda &

PNS vang tewas;

penetapan pensiun

pegawai/janda/duda  dan

ASN vang tewas. o

KP.13 13 |Berkas Perseorangan Pegawai Rahasia Eselon I, Pengawas | Apabila diketahui | Biro SDM dan

ASN PNS Pengawas Eksternal, oleh pihak vang Organisas: |
Internal Penegak tidak berhak
Berkas lamaran  yang Hukum dapat
diterima: menimbulkan
Nota Penetapan NIP dan keruglan yang
Kelengkapannva; serius terhadap
Nota privasi,
Persetujuan /Pertimbanga keuntungan
n Kepala BKN; kompetitif,
SK Pengangkatan CPNS; hilangnya
Hasil Pengujian | kepercayaan,
Kesehatan; serta merusak
SK Pengangkatan kemitraan dan
PNS/ASN; reputas:

SK  Peninjauan  Masa

Kerja;
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SK Kenalkkan Pangkat;

Surat Pernyataan
Melaksanakan
Tugas/Menduduki
Jabatan;

Surat Pernyataan
Pelantikan;

SK Pengangkatan dalam
jabatan atay
Pemberhentian dari
Jabatan

Struktural/ Fungsional;

SK Perpindahan Wilayah
Kerja;

SK Perpindahan Antar
Instansi;

SK Cuti di luar
Tanggungan Negara
{CLTN);

Berita Acara Pemeriksaan:
Sk Hukuman
Jabatan/Hukuman
Disiplin PNS/ASN:

SK
Perbantuan/Dipekerjakan
di luar Instansi Induk;

SK Penarikan Kembali
dari

Perbantuan/Dipekerjakan;
SK Pemberian Uang
Tunggu;

SK Pembebasan dar
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Jabatan Organik karena
diangkat secbagai Pejabat
Negara;

SK Pengalihan PNS;

SK Pemberhentian sebagai

PNS/ASN;

SK Pemberhentian
Sementara;

Surat Keterangan
Pernyataan Hilang;

Surat Keterangan

Kembalinya PNS/ASN
yang dinyatakan hilang;
5K Penggantian Nama;
Surat perbaikan Tanggal
Tahun Kelahiran:

Surat Nikah/Cerai;

Akta Kelahiran;

Isian Formulir PUPNS;
Berita Acara Pengambilan
Sumpah/Janji PNS dan
Jabatan:

Surat Permohonan
Menjadi Anggota Parpol;
Surat Keterangan Mutasi
Keluarga;

Surat Keterangan
Meninggal Dunia;
Surat Keterangan

Peningkatan Pendidikan;
Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional;
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surat Keterangan Hasil
Penelitian Khusus;

Surat Pemberitahuan
Kenaikkan Gaji Berkala;
Surat Tugas/ lzin Belajar
Dalam/ Luar Negeri;
Surat lzin Bepergian ke
Luar Negeri;

Kartu Pendaftaran Ulang
(Kardaf] PNS;
ljazah/Sertifikat;

SK
Penempatan,/Penarikan
Pegawai;

SK Pengangkatan pada
Jabatan di luar Instansi
Induk;

Surat Pertimbangan
Status PNS;

3K Pengaktifan Kembali
Sebagal PNS;

Surat Pernyataan
Pengunduran Diri dar
Jabatan Organik karena

dicalonkan scbagai
Kepala /Walkil Kepala
Daerah; dan
3K Pensiun.

KP.14

14

Berkas Perseorangan Pejabat
Eselon I

Rahasia

Eselon II,
Pengawas
Internal

Pengawas
Eksternal,

Penegak

Apabila diketahui
oleh pihak vang
tidak berhak

Biro SDM dan
Organisasi
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KP.15

15

Hulum

dapat
menimbulkan
kerugian yang
serius terhadap
privasi,
keuntungan
kompetitif,
hilangnya
kepercayaan,
serta merusak
kemitraan dan
reputasi

Berkas Perseorangan Pegawai

| PAK/ Non ASN

surat lamaran;

ljjazah;

SKCK;

surat keterangan dokter;
dan

SK  pengangkatan, dll
(disesuaikany),

Rahasia

Eselon 11,
Penpawas
Internal

DL

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pengawas
Eksternal,
Penegak

Hukum

Apabila diketahui
oleh pthak yang
tidak berhak
dapat
menimbulkan
kerugian yang
serius terhadap
privasi,
keuntungan
kompetitif,
hilangnya
kepercayaan,
serta merusak
kemitraan dan
reputasi

Biro SDM dan
Organisasi

DL.01

Perencanaan Diklat




- 51 -

DL.O1.01 . Analisa Kebutuhan Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publile, Tidak memilika Pusat
Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
- usulan kebutuhan diklat; Internal Eksternal, mengganggu n Sumber
- PEerencanaan anggaran Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
diklat; Hukum
- kebutuhan tenaga
pengajar/widyaiswara;
- sasaran/targel peserta;
- sistemn) metode diklat;
dan
- laporan analisa
kebutuhan diklat. ;
DL.O1.02 . Program Kediklatan Tahunan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak vang Pengembanga |
- kalender diklat Internal Eksternal, mengganggL n Sumber
Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
Hukum
DL.01.03 . Kurikulum dan Silabus Biasa,/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki
Diklat Pengawas Pengawas dampak yang Pusat
Internal Eksternal, Mmengganggil Pengembanga
- SK Tim Penyusunan Penegak kinerja instansi n Sumber
Kurikulum/ Silabus; Hukum

- notulen rapat Tim
Penyusun Kurikulum;

- rancangan kurikulum;

- (BPF;

- panduan pengajaran;
penetapan kurikulum;
evaluas) kurikulum; dan

Dava Manusia
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- laporan hasil evaluasi,

=y

—

|

DL.01.04 . Modul/Materi/Bahan Ajar Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak vang Pengembanga

- S8K Tim Penyusunan Internal Eksternal, MENgEangeu n Sumber
Modul / Materi/Bahan Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
Ajar; Hukum

- notulen rapat Tim
Penyusun ;
Modul/Materi/Bahan I
Ajar;

- rancangan
modul/ materi/bahan ajar;

- penetapan
modul /materi,/bahan ajar;
evaluasi
modul f materi/bahan ajar;
dan

- laporan hasil evaluasi
modul /materi/bahan ajar.

DL.O1.05 . Konsultasi Penyelenggaraan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat
Diklat Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
Internal Eksternal, Mengganggu n Sumber

- Surat permohonan Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
konsultasi; Hukum

- Surat jawaban
permohonan  konsultasi,

dan
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Isian form konsultasi.

DL.0O2 Penyelenggaraan Diklat
DL.02.01 a. Diklat Fungsional Biasa/ Terbuka | Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat |
Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga |
- surat pemanggilan Internal Eksternal, Mengeganggu n Sumber
peserta; Penegak kinerja instansi | Daya Manusia |
- Surat Keputusan Tim Hukum |
Penyelenggara;
- Surat Keputusan Tim '
Pengajar; i
- panduan diklat;
- sambutan pembukaan |
penvelenggara diklat; |
- daftar hadir peserta diklat; '
- daftar hadir widyaiswara;
- Pre Test/ Post Test,
- hasil nilai peserta diklat;
- sambutan penutup; dan
- laporan/tugas akhir
diklat.
DL.02.02 b. Diklat Teknis Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak yvang Pengembanga
surat pemanggilan Internal Eksternal, MEengeanggu n Sumber
peserta; Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
Surat  Keputusan Tim Hukum

Penyelenggara;
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- Surat Keputusan Tim -
Pengajar;

- panduan diklat;

- sambutan pembukaan
penyelenggara diklat;

- daftar hadir peserta diklat;
- daftar hadir widvaiswara;
- pre test/ post test,

- hasil nilai peserta diklat;

- sambutan penutup.

DL.02.03 ¢, Diklat Kerja Sama Biasa/ Terbuka Esclon [V, Fublik, Tidak memiliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
- surat permchonan kerja Internal Eksternal, menggangau n Sumber
sama, Penegak kinerja instansi | Dava Manusia
- Perjanjian Kerja Sama, Hukum
- Penugasan
narasumber/widyaiswara;
- jadwal;
- SK Tim Pelaksana;
- Pre Test/ Post Test, dan
- hasil nilai peserta diklat.
DL.03 Evaluasi Diklat
DL.0O3.01 a. Evaluasi Penyelenggara Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Pusat
Diklat Pengawas Eksternal, Yang Pengembanga
Internal Penegak menggangeu n Sumber
- isian formulir evaluasi Hukum kinerja instansi | Daya Manusia
penyelenggara; dan Pusat
- laporan evaluasi Pengembanga
penyelenggaraan diklat. n Sumber
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Daya Manusia
DL.03.02 b. Evaluasi Widyaiswara Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Pusat
Pengawas Eksternal, Yang Pengembanga
- isian formulir evaluasi Internal Penegak MENgEangeL n Sumber
penyelenggara; dan Hukum kinerja instansi | Daya Manusia
- laporan evaluasi
penyelenggaraan diklat.
DL.03.03 c. Evaluasi Peserta/Alumni Terbatas Eselon II, Pengawas | Memiliki dampak Pusat
Diklat Pengawas Eksternal, vang Pengembanga
Internal Penegak Mengganggu n Sumber
- isian  formulir  evaluasi Hukum kinerja instansi | Daya Manusia |
penyelenggara; dan |
laporan cvaluasi '
penyelenggaraan diklat.
DL.04 Akreditasi Lembaga Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak vang Pengembanga
- surat permochonan | Internal Eksternal, mengganggu n Sumber
akreditasi; | Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
- berita acara rapat tim | Hukurm
penilai; '
- Burat Keputusan
Penetapan Akreditasi;
- sertifikat akreditasi; dan
- laporan akreditasi
lembaga diklat.
DL.0OS Data Penyelenggaraan Diklat
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DL.05.01 a. Data lembaga penvelengpara Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat
kerja sama diklat Pengawas Pengawas dampak vang Pengembanga
Internal Eksternal, Mmengganggeu n Sumber
Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
Hukum
DL.05.02 b, Data Prasarana Diklat Biasza/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak vang Pengembanga
Internal Eksternal, menggangeu | n Sumber
Penegalk kinerja instansit | Daya Manusia
Hukum
DL.05.03 c. Data Sarana Dhklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memilika Pusat
|  Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
| Internal Eksternal, mengganggu n Sumber
Penegak kinena instansi | Daya Manusia
Hukum
DL.C5.04 d. Data Pengelola Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memaliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
Internal Eksternal, mengganggu n Sumber
Penegak kinerja instansi | Dayva Manusia
Hukum ;
DL.03.05 e. Data Penyelengearaan Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki |' Pusat
Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
Internal Eksternal, Mengganggu n Sumber
Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
' Hukum
|
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DL.05.06 [. Data Widyaiswara Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publil, Tidak memiliki Pusat
Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
Internal Eksternal, mengganggu n Sumber
Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
Hukum
DL.05.07 g- Data Program Diklat Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memilila Pusart
Pengawas Pengawas dampak vang Pengembanga
Internal Eksternal, mengganggu n Sumber |
Penegak kinerja instansi | Daya Manusia
Hukum
DL.OS.08 h. Data Peserta Diklat Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat
| Pengawas Pengawas dampak yang Pengembanga
- sural permohonan nomor | | Internal Eksternal, MEngganggu n Sumber
register; | Penegak Kinerja instansi | Daya Manusia |
- buku register; Hukum
- surat penyampalan kode
register; dan
- salinan STTPL/ Sertifikat
Kelulusan.
Ku VIIl | KEUANGAN
KU.01 1 | Pelaksanaan Anggaran ==
KU.01.01 a. Rencana Anggaran Biaya Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
Koordinator, Eksternal, MmengeEangau dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
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KU.01.02 b, Penggajian Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
Koordinator, | Eksternal, mengEanggeu dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
KU.01.03 c. Belanja Barang Habis Pakai Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidal memilil Biro
Sub Pengawas dampak vang Keuangan
Koordinator, Eksternal, mengEanggu dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
KU.01.04 d. Belanja Barang Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publilk, Tidak memiliki Biro
Inventaris /Barang Modal Sub Pengawas dampak yang keuangan
Koordinator, Eksternal, mengEanggu dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
I
| KU.01.05 ie. Belanja Jasa Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
' Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
KU.02 Pengelolaan Perbendaharaan
KLU.02.01 a. Perbendaharaan Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
- SK Pengangkatan KPA; Koordinator, Eksternal, MEngEanggu dan Umum
- 5K Pengangkatan PPK; Pengawas Penegak kinerja instansi
- SK Pengangkatan Pejabat Internal Hukum

Penandatangan SPM; dan
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- Sk Pengangkatan
Bendahara Penerima dan
Bendahara Pengeluaran.

KU.02.02 . Kartu Pengawasan Kredit Terbatas Eselon II, Pengawas | Memiliki dampak Biro
Anggaran Pengawas Eksternal, Vang Keuangan
Internal Penegak mengganggu dan Umum
Hukum kinerja instansi
KU.02.03 . Pajak Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memilili Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
- Surat Setor Pajak (S3SP); Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
dan Pengawas Penegak kKinerja instansi
Nota Konfirmasi, dil. Internal Hukum
KU.02.04 . Penerimaan Negara Bukan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Pajak Sub Pengawas dampak yvang Keuangan
Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
KU.02.05 . Pengembalian Belanja Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memuiliki Biro
Sub Pengawas dampak vang Keuangan
- SS5PB; dan Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
- SSBP. Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
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KU.02.06 f. Pembukuan Anggaran Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- BEKLU; Internal Penegak Mmengganggu dan Umum
- BKP; Hukum kinerja instansi
- Kartu Realisasi Anggaran;
dan
- - _Kartu Pengawasan.
KU.03 Verifikasi Anggaran Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, vang Keuangan
Internal Penegak mengganggu dan Umum
Hukum kineria instansi
KU.04 Akuntansi dan Pelaporan
KU.04.01 a. Dokumen Akuntansi Terbatas Eszelon I, Pengawas thﬂikrflampak Bira
Keuangan Pengawas Eksternal, vang Keuangan
Internal Penegak MEngeganggu dan Umum
Berita Acara Pemernksaan Hukum kinerja instansi
Kas; dan
Kas/Register Penutupan
Kas
KU.04.02 b. Laporan Keuangan Tahunan Terbatas Eselon 1l, Pengawas Memiliki dampak Birno
Pengawas Eksternal, Vang Keuangan
- Laporan Arus Kas; Internal Penegak mengganggu dan Umum
- Laporan Realisasi Hukum kinerja instansi
Anggaran;
- Neraca; dan
- Catatan atas Laporan
Keuangan (CALK).
KU.05 Ketatausahaan Keuangan
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KU.05.01 . Keterangan Penghasilan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Internal Penegak Mmengganggu dan Umurmn
Hukum kinerja instansi
KU.05.02 . Surat Keterangan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Pemberhentian Pembayaran Sub Pengawas dampak yang Keuangan
Koordinator, Eksternal, mengEanggEu dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
KU.05.03 . Pinjaman Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, vang Keuangan
Internal Penegak MengEanggu dan Urmnum
Hukum kinerja instansi
KU.05.04 . Tabungan Perumahan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- Administrasi Pendaftaran, Internal Penegak mengganggu dan Umum
dan Hukum kinerja instansi
- Penawaran Perumahan.
KP.05.05 . luran Keanggotaan Organisasi | Biasa/ Terbuka Eselon [V, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak vang Keuangan
Koordinator, Eksternal, MENgRanggu dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
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KU.06 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, vang Keuangan
-  permchonan pinjaman Internal Penegak MENgEAngEU dan Umum
luar negeri (blue book); Hukum kinerja instansi
- dokumen kesanggupan
negara donor  untuk
membiayai (grey book);
-  Dokumen Memorandum of
Understanding (MalJ);
-  Dokumen Memorandum of
Understanding (Mol), dan
dokumen sejenisnya; dan
- alokasi dan relokasi
penggunaan dana
. E. pinjaman /hibah luar
| | negeri
KU.07 Sistem Akutansi Instansi (SAI)
KU.07.01 a. Berita Acara Rekonsiliasi Terbatas Eselon 1, Pengawas Memiliki dampak Biro
(BAR) Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Internal Penegak mengRangeu dan Umum
Hukum kinerja instansi
KU.07.02 b. Register Transaksi Harian Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
. (RTH) Pengawas Eksternal, Vang Keuangan
Internal Penegak MeENEZANEELU dan Umum
Hukum kinerja instansi
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KU.07.03 c. Laporan Realisasi SAl Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Bulanan/Triwulan /Semester Pengawas Eksternal, vang Keuangan
Internal Penegak MENZEAngEL dan Umum
Hukum kinerja instansi
KU.08 Pertanggungjawaban Keuangan
Negara
KU.08.01 a. Laporan Hasil Pemeriksaan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Eksternal atas Laporan Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Keuangan oleh Badan Internal Penegak mengganggu dan Umum
Pemeriksa Keuangan Hukum Kinerja instansi
Republik Indonesia
KU.08.02 b. Hasil Pengawasan dan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dam_ﬁ;ﬂ Biro
Pemeriksaan Internal oleh Pengawas Eksternal, yYang Keuangan |
Inspektorat Internal Penegak mengganggu dan Umum |
Hukum kinerja instansi |
KU.08.03 c. Laporan Aparat Pemeriksa Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro |
Fungsional: Pengawas Eksternal, YAng Keuangan
Internal Penegak mengeanggu dan Umum
- LHP (Laporan Hasil Hukurm kinerja instansi

Pemeriksaan),

- MHP (Memorandum Hasil
Pemeriksaan); dan

- Tindak Lanjut/ Tanggapan
LHP.
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barang/jasa;

KU.08.04 d. Penyelesaian Kerugian Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak-' Biro
Keuangan Negara Pengawas Eksternal, Vang Keuangan
Internal Penegak MeEngEanggu dan Umum
-  Tuntutan Hukum kinerja instansi
Perbendaharaan/ TP; dan
- Tuntutan Ganti Rugi/
TGR.
PL PERLENGHAPAN
PL.O1 Rencana Pengadaan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
(Pengadaan Barang, Pekerjaan Sub Pengawas dampak vang Keuangan
Konstruksi, Jasa Konstrulksi) Koordinator, | Eksternal, mengganggL dan Umum
Pengawas Penegak kinerja instansi
Haszil Identifikasi dan Internal Hukum
Analisis Kebutuhan
Barang/Jasa,
- Kerangka Acuan Kerja
(KAK];
- Surat Penetapan Rencana
Anggaran Pengadaan; dan
-  Pengumuman Rencana
Umum Pengadaan.
PL.O2 Pemilihan Penvedia
PL.02.01 a. Persiapan Pemilihan Penyedia | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
- hasil Koordinator, Eksternal, MEenggangeu dan Umum
identifikasi/pemeriksaan Pengawas Pencgak kinerja instansi
data pengadaan Internal Hukum
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- penyusunan dan
penetapan spesifikasi
telknis;
- PpENYUSUnan dan
penetapan Harga
Perkiraaan Sendin (HPS);
dan
- penyusunan dokumen
pengadaan.
PL.02.02 b. Pengadaan Barang/Jasa | Biasa/ Terbuka Eselon [V, Publik, Tidak memiliki Biro
Langsung Sub Pengawas dampak vang Keuangan
Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
berkas pengajuan dari Pengawas Penegak kinerja instansi
unit kerja pengusul ke Internal Hukum

PPK, meliputi, nota dinas,
spesifikasi teknis, RAB,

POK: dan

- SUrgl pesanan, surat
jalan, faktur/invoice,
undangan pengadaan
langsung, Berita Acara
evaluasi Penawaran,
Berita Acara Hasil
Pengadaan langsung,

Surat  perintah kerja
(SPK), Berita Acara serah
Terima  (BAST) Berita
Acara Pembayaran (BAP),
Resume kontrak, kuitansi,
surat setoran Pajak, e-
faktur.
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PL.02.03

c. Pengadaan Barang/Jasa E-
Purchasing, E-Catalog

- berkas pengajuan dar
unit kerja pengusul ke
PPK, meliputi, nota dinas,
spesifikasi teknis, RAB,
POK.: dan

- Surat pesanan, surat
jalan, faktur/invoice,
undangan pengadaan,
Berita Acara evaluasi
Penawaran, Berita Acara
Hasil Pengadaan, Surat
perintah  kerja  (SPK],
Berita Acara serah Terima
(BAST) Berita Acara
Pembayaran (BAP),
Resume kontrak, kuitansi,
surat setoran Pajak, e-
faktur.

PL.O2.04

Biasza/ Terbuka

Eselon IV,
Sub
Koordinator,
Pengawas
Internal

Publik,
Pengawas
Eksternal,

Penegak

Hukum

Tidak memiliki
dampak yvang

mengganggu
kinerja instansi

Biro
Keuangan
dan Umum

d. Pelaksanaan Kontrak Tender/
Penunjukan Langsung

Biasa/ Terbuka

Eselon IV,
Sub
Koordinator,
Pengawas
Internal

Publik,
Pengawas
Eksternal,

Penegak

Hukum

Tidak memililc
dampak yang

MeNgEangeu
kinerja instansi

Bira
Keuangan
dan Umum

1} Persiapan
Kontrak
Tender/Penunjukan
Langsung

Pelaksanaan




- pengumuman;

- pendaftaran;

- notulensi penjelasan
pekerjaan;

- pemasukan dan
pembukaan penawaran
meliputi; profil
perusahaan, akte
pendirian  perusahaan,
pengalaman kerja
perusahaan, SIUP/NIB
(nomor induk
berusahal, TDP,
rekening koran, NFWP
dll;

- evaluasi PENAWATAD;
dan

- penetapan dan
pPengumuman
pemenang,

-67 -

2] Penandatanganan Kontrak

- surat Penunjukkan
Penyedia Barang/Jasa
(SPPB.J);

- Kontrak
Perjanjian /Pekerjaan;
dan

- 8Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK).

3) Pelaksanaan Kontrak




- dokumen hasil
pelaksanaan kontrak;

- laporan pelaksanaan
kontrak/pekerjaan;

- Berita Acara
Pemeriksaan:

- Adendum Kontrak; dan

- Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan.

BB -

PL.02.05

e. Swakelola Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
- pengumuman; Sub Pengawas dampak yang Keuangan
hasil proses seleksi; Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
- kontrak; Pengawas Penegak kinerja instansi
- Surat Tugas; Internal Hukum
- Perjanjian
Kerjasama/MOU:
- laporan pelaksanaan
swakelola; dan
- laporan evaluasi.
PL.O3 Pengelolaan BMN
PL.O3.01 a. Penatausahaan BMN Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publilk, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
- laporan pencatatan BMN; Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
- pencatatan barang masuk; Pengawas Penegak kinerja instansi
- daftar barang BMN; dan Internal Hukum

-  pembukuan BMN.
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PL.03.02 . Inventarisasi BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publil, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
- stock opname; dan Koordinator, Eksternal, Mmengganggu dan Umum
- daftar inventaris barang. Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
PL.03.03 . Pendistribusian BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
- catatan/ bukti barang Koordinator, Eksternal, MeEngEanggu dan Umum
masuk/keluar; dan Pengawas Penegak kinerja instansi
- catatan/bukt Internal Hukum
pendistribusian barang)
PL.03.04 . Penetapan Status | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Penggunaan BMN Sub Pengawas dampak vang Keuangan
Koordinator, Eksternal, Mengganggu dan Umum
- usulan penggunaan BMN; Pengawas Penegak kinerja instansi
dan Internal Hukum
- 8K Penetapan  Status
Pengpunaan Barang.
PL.D3.05 . Pemeliharaan BMN Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak vang Keuangan
- wusulan pemeliharaan; dan Koordinator, Eksternal, mMEngEanggu dan Umum
- laporan pemeliharaan. Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
PL.0O3.06 Pemanfaatan BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
sSub Pengawas dampak yang Keuangan
- permintaan/ usulan Koordinator, Eksternal, mengganggu dan Umum
pemanfaatan Pengawas Penegak kinerja instansi
barang/BMN; Internal Hukum

- perjanjian pemanfaatan
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BMN:

penolakan
BMN; dan
laporan pemanfatan.

pemanfatan

PL.03.07 Pemindahtanganan BMN Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
- usulan Koordinator Eksternal, MEngEanggu dan Umum
pemindahtanganan Pengawas Penegak kinerja instansi
barang,/BMN; Internal Hukum
-  penawaran hibah BMN:
dan
- Bernta Acara
' Pemindahtanganan BMN.
PL.03.08 . Penghapusan BMN Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro
Sub Pengawas dampak yang Keuangan
Daftar Inventaris Barang Koordinator, Eksternal, mengeganggu dan Umum
Rusak; Pengawas Penegak kinerja instansi
- Usulan Daftar BMN yang Internal Hukum

akan di Hapus;

Daftar BMN vang dinilai
kembali;

SK TIM Penghapusan
BMN;

SK Persetujuan
Penghapusan;

Berita acara Penghapusan
BMN;

Lelang EMN; dan
Laporan.




L

PL.03.09 i. Pengamanan/Pengawasan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Puhblik, Tidak memihk Biro
BMN Sub Pengawas dampak yang Keuangan
Koordinator, Eksternal, Mengganggu dan Umum
- laporan Pengawas Penegak kinerja instansi
pengamanan, pengawasan Internal Hukum
fisik BMN; dan
- dokumen aset BEMN
(Sertifikat Tanah, IMB,
blue print bangunan, As l
Build drauing, STNK,
BPKB)
|
PL.O3.10 j. Pelaporan BMN Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki | Biro
Sub Pengawas dampak yang | Keuangan
- RKBMN {Rencana Koordinator, Eksternal, Mmengganggu | dan Umum
Kebutuhan Barang Milik Pengawas Penegak kinerja instansi |
Negara); dan Internal Hukum I
- laporan BMN (un audited,
audited, semesteran, Unit
Kuasa Pengguna Barang
(UKPB), Kuasa Pengguna
Barang) (KPB).
PL.04 Bukti-Bukti Kepemilikan Aset Terbatas Eselon 11, Pengawas | Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- sertifikat tanah; Internal Penegak mengganggul dan Umum
- lzin Mendirikan Bangunan Hukum kinerja instansi

(TMB);

- Pajak Bumi dan
Bangunan (FBB);

- Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB];
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Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK);
denah/gambar teknik
bangunan; dan

denah Instalasi

listrik /saluran air dan
gas/jaringan internet.

TU KETATAUSAHAAAN
TU.01 Keprotokolan
TU.01.01 a. Upacara Kedinasan (Upacara | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak mermiliki Biro
Bendera, Upacara Hari Besar, Sub Pengawas dampak vang Keuangan
Upacara Pelantikan, Serah Koordinator, Eksternal, menggangeu dan Umum
Terima Jabatan, Peresmian) Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
- undangan/pemberitahuan
- susunan Acara;
- berita acara;
naskah serah terima; dan
sambutan / pidato.
TU.01.02 b. Kunjungan Kedinasan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
- kunjungan dinas Suhb Pengawas dampak yang dan Humas
Pimpinan Koordinator, Eksternal, mengganggu
Lembaga {Instansi/Tamu Pengawas Penegak kinerja instansi
Negara; dan Internal Hukum

kunjungan dinas Pejabat
lain /Pegawai.
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dinas [SPPD/SPD);

- Agenda Acara Keglatan;
dan

- Surat Permohonan
Pengurusan paspor, visa,

TU.01.03 c. Agenda Kegiatan Pimpinan Biasza/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro Hukum
Sub Pengawas dampak vang dan Humas
- jadwal kegiatan Pimpinan, Koordinator, Eksternal, mMengganggu
dll. Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
TU.01.04 d. Daftar Nama dan Alamat| Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Birco Hukum
Pejabat /Profil Pimpinan Sub Pengawas dampak yang dan Humas
Koordinatar, Eksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
TU.02 Perjalanan Dinas Pimpinan
TU.02.01 a. Perjalanan Dinas  Dalam Terbatas Eselan 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Negeri Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Internal Penegak mengeganggu dan Umum
- Surat Perintah Perjalanan Hukum kinerja instansi
Dinas (SPPD)/ Surat
Perjalanan Dinas (SPD);
dan
- agenda acara kegatan.
TU.02.02 b. Perjalanan dinas luar negeri Terbatas Eselon II, Pengawas | Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, vang Keuangan
- Surat perintah perjalanan Internal Penegak mengganggu dan Umum
Dinas/surat perjalanan Hukum kinerja instansi
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exit permit, jjin perjalanan
luar negeri.

TU.03 Penyelenggaraan Rapat Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pimpinan Pengawas Eksternal, vang Keuangan
- undangan rapat; Internal Penegak mengganggu dan Umum
- materi rapat; Hukum kinerja instansi
- daftar hadir; dan
- notulensi/risalah.
RT KERUMAHTANGGAAN -
RT.01 Pengurusan Penggunaan | Biasza/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Sarana Telekomunikasi: Sub | Pengawas dampak vang Keuangan
Telepon, Teleks, TV Kabel, koordinator, Eksternal, MENggangeuy dan Umum
Internet dil. Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum

- Surat
penggunaan;

Permohonan

| - Rekening tagihan;

-  Bukti pembayaran;

- Surat Pemberitahuan
keterlambatan membayar/
denda;

- Surat Pemberitahuan

pemutusan jaringan.
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RT.02 Pengurusan Penggunaan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Fasilitas HKantor: Ruangan, Sub Pengawas dampak vang Keuangan
Gedung, Wisma, Rumah Dinas, Koordinator, Eksternal, menggangeu dan Umum
Kendaraan dan Fasilitas Pengawas Penegak kinerja instansi
Kantor Lainnya Internal Hukum
j - surat gin/ isian  formubr
penggunaan fasilitas kantor;
dan
surat persetujuan/ penolakan
' penggunaan fasihitas kantor.
' RT.03 Penyediaan Konsumsi dan | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memilila Biro
| Akomodasi Sub Pengawas dampak vang Keuangan
' | Koordinator, Eksternal, mengeangeu dan Umum
. surat permohonan | Pengawas Penegak kinerja instansi
penvediaan Internal Hukum
konsumsi/akomodasi; dan
= surat
perselujuan penolakan
penvediaan
konsumsi/akomodasi.
RT.04 Pengurusan Kendaraan Dinas
RT.04.01 a. Pengurusan Surat Kendaraan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memuliki dampak Biro
Dinas Pengawas Eksternal, vang Keuangan
Internal Penegak mengeganggu dan Umum
Hukum kinerja instansi
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RT.04.02 b, Pemeliharaan dan Perbaikan Terbatas Eselon [, Pengawas Memuliki dampak Biro
Kendaraan Dinas Pengawas Eksternal, Vang Keuangan
Internal Penegak mengganggu dan Umum
Hukum kinerja instansi
RT.04.03 c. Pengurusan Kehilangan dan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Masalah Kendaraan Dinas Pengawas Eksternal, yvang Keuangan
Internal Penegak MEengEangeu dan Umum
Hukum kinerja instansi
RT.05 Pemeliharaan Gedung dan
Taman
RT.05.01 a. Berkas Pemeliharaan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pertamanan/ Landscaping Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Internal Penegak mengEangeu dan Umum
Hukum kinerja instansi
RT.05.02 b. Berkas Pelaksanaan Terbatas Ezelon 11, Pengawas Memiliki dampak Birg
Penghijauan di Lingkungan Pengawas Eksternal, VAng Keuangan
Gedung/Kantor Internal Penegak mengganggu dan Umum
Hukum kinerja instansi
RT.05.03 ¢, Berkas Perbaikan Gedung Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Internal Penegak Mmengganggu dan Umum
Hukum kinerja instansi
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RT.05.04 d. Berkas Perbaikan Rumah Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Dinas/Wisma Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Internal Penegak Mengganggu dan Umum
Hukum kinerja instansi
RT.05.05 e. Berkas Pemelitharaan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Kebersihan  Gedung dan Pengawas Eksternal, vang Keuangan
Taman Internal Penegak mengganggu dan Umum
Hulkum kinerja instansi
RT.06 Pengelolaan Jaringan Listrik,
Air, Telepon dan Komputer
RT.06.01 a. Perbaikan/Pemeliharaan Terbatas Eselon II, Pengawas | Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- surat ijin {formulir Internal Penegak mengganggy dan Umum
permohonan perbaikan Hukum kinerja instansi
jaringan lisink, telepon
dan komputer;
- surat
persetujuan/ penolakan
perbaikan jaringan listrik,
telepon, dan  komputer;
dan
-  perbaikan jaringan

jaringan

listrik, telepon
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dan komputer.

RT.06.02 b. Pemasangan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- surat permohonan Internal Penegak mengganggu | dan Umum
pemasangan  kebutuhan Hukum kinerja instansi
jaringan listrik, telepon,
dan komputer dari uanit
kerja; dan;
- Ssurat
persetujuan penolakan
pemasangar jaringan
listrik, telpon dan
koemputer.
RT.07 Ketertiban
RT.07.01 a. Pengelolaan Parkir Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- surat/nota pengurusan Internal Penegak mengEangel dan Umum
dan pengaturan ketertiban Hukum kinerja instansi
parkir; dan
- data kendaraan parkir.
RT.07.02 b. Ketertiban Lingkungan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- surat/nota pengurusan Internal Penegak Mengganggu dan Umum
dan pengaturan ketertiban Hukum kinerja instansi

lingkungan; dan
- laporan
lingkungan.

ketertiban
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RT.08 Keamanan
RT.08.01 a. Pengawalan Pimpinan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- surat permintaan Internal Penegak mengEanggl dan Umum
pengawalan; Hukum kinerja instansi
- surat tugas pengawalan;
dan
- laporan pelaksanaan
pengawalan.
RT.08.02 b. Satuan Pengaman (Securify) Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- daftar jaga/piket/ buku Internal Penegak mengganggu dan Umum
pengambilan kunci; Hukum kinerja instansi
- daftar petugas;
- surat izin keluar/masuk
kantor di luar jam kerja;
- laporan pelaksanaan
tugas pengamanan; dan
- laporan kejadian
gangguan keamanan.
RT.08.03 ¢. Bantuan Pengamanan Terbatas Eselon 11, Pengawas | Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, vang Keuangan
- surat permohonan Internal Penegak Menggangau dan Umum
bantuan pengamanan; Hukum kinerja instansi

- sural tugas pengamanarn,
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- daftar surat pertinggal;

] dan
- laporan pelaksanaan
pengamanan
' RT.09 9 |Administrasi Pakalan Dinas|  Terbatas Eselon 11, Pengawas | Memiliki dampak | Biro
Pegawai, Satpam, Petugas Pengawas Eksternal, yang Keuangan
Kebersihan dan Pegawai Internal Penegak mengganggu dan Umum
Lainnya Hukum kinerja instansi
- usulan pengadaan
pakaian dinas;
- desain pakaian dinas; dan
- tanda terima
pendistribusian  pakaian
dinas.
KA X1l | KEARSIPAN
KA.01 1 | Penciptaan Arsip
KA.01.0] a. Pengelolaan Surat Masuk Terbatas Eselon 1, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, vang Keuangan
- agenda  surat masuk Internal Penegak mengeanggu dan Umum
{manual/elektronik); dan Hukum Kinerja instansi
- tanda terima.
KA.01.02 b. Pengelolaan Surat Keluar Terbatas Eselon II, Pengawas | Memilikd dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- buku agenda penomoran Internal Penegak MengEanggu dan Umum
surat (manual/elektronik); Hukum kinerja instansi
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nota dinas permintaan
unit kerja; dan
- buku pendistribusian.
KA.02 Pemeliharaan Arsip
KA.02.01 a. Pemberkasan Terbatas Eselon 1, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- dalftar Arsip (daftar berkas Internal Penegak mengganggu dan Umum
dan daftar isi berkas); Hukum kinerja instansi
- formulir perninjaman
Arsip; dan
- buku catatan peminjaman
Arsip, dll.
KA.02.02 b. Penataan Arsip Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- daftar Arsip Inaktif; Internal Penegak menggangagu dan Umum
- formulir peminjaman Hukum kinerja instansi
Arsip Inaktif; dan
-  buku catatan peminjaman
Arsip Inaktif, dil.
KA.02.03 c. Penyimpanan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, VAT Keuangan
- skema penataan Arsip; Internal Penegak mengganggu dan Umum
- peta lokasi penyimpanan Hukum kinerja instansi
Arsip;
- cheklist pengaturan suhu
dan temparatur ruang




.82 -

penyimpanan; dan

pemeliharaan Arsip dan
ruang penyimpanan
[seperti keglatan fumigasi).

KA.02.04 d. Alih Media Arsip Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, vang Keuangan
Berita Acara alih media Internal Penegak mengeanggu dan Umum
Arsip; dan Hukum kinerja instansi
- daftar Arsip yang dialih
mediakan.
KA.02.05 e. Akses Penggunaan Arsip Biasa/ Terbuka Eselon IV, Pubilik, Tidak memiliki Biro
Pengawas Pengawas dampak yang Keuangan
- buku peminjaman Arsip; Internal Eksternal, mengganggu | dan Umum
dan Penegak kinerja instansi |
- formulir peminjaman. Hukum
KA.03 Pengelolaan Arsip Vital dan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Arsip Terjaga Pengawas Eksternal, Vvang Keuangan
Internal Penegak MENngEangeu dan Umum
- daftar Arsip vital; Hukum kinerja instansi
- daftar Arsip Terjaga, laporan
daftar Arsip Terjaga ke Arsip
Nasional Republik Indonesia
(ANRI); dan
-  berita ACATa penyerahan
salinan Arsip Tenaga.
KA.04 Penyusutan Arsip
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KA.04.01 . Pemindahan Arsip Inaktif Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- Berita Acara pemindahan Internal Penegak Mengganggu dan Umum
Arsip; dan Hukum kinerja instansi
- daftar Arsip vang
dipindahkan.
KA.04,02 . Pemusnahan Arsip Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- 8K Tim Pemusnahan; Internal Penegak mengganggu dan Umum
- surat usulan Hukum kinerja instansi
pemusnahan;
rekomendasi/pertimbanga
n/persetujuan
pemusnahan dar Kepala
ANKI;
- Jurat Keputusan
Pemusnahan;
- Berita Acara Pemusnahan;
dan
- daftar Arsip musnah.
KA.04.03 . Penyerahan Arsip Statis Terbatas Eseclon II, Pengawas Memiliki dampak Biro
Pengawas Eksternal, yang Keuangan
- surat usulan penyerahan Internal Penegak mengganggu dan Umum
Arsip Statis; Hukum kinerja instansi
- rekomendasi/pertimbanga
n/persetujuan

penyerahan Arsip;
Berita Acara Penyerahan
Arsip Statis; dan
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daftar Arsip usul serah.

pelaksanaan kegiatan; dan

KA.05 Pembuatan Sistem Kearsipan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
(TND, Klasifikasi, JRA, KKAA) Pengawas Pengawas dampak yang Keuangan
Internal Eksternal, mengganggu dan Umum
Penegak kinerja instansi
Hukum
KA.06 Pembinaan Kearsipan
KA.06.01 a. Bimbingan Teknis Kearsipan/ | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Biro
' Bimbingan Konsultasi Pengawas Pengawas dampak vang Keuangan
Kearsipan Internal Eksternal, mMengganggu dan Umum
Penegak kinerja instansi
perencanaan, Hukum
- persiapan kegiatan;
- pelaksanaan kegiatan; dan
- pelaporan pelaksanaan
kegiatan.
KA.06.02 b. Supervisi/ Pengawasan | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Kearsipan Pengawas Pengawas dampak yang Keuangan
Internal Eksternal, mMengganggu dan Umum
- perencanaan; Penegak kinerja instansi
- persiapan kegiatan; Hukum
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- pelaporan hasil supervisy)
pengawasan Kearsipan.

KA.06.03 c. Maonitoring Biasa/ Terbuka | Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Biro
Pengawas Pengawas dampak yang Keuangan
- perencanaan; Internal Eksternal, MENEZangEu dan Umum
- persiapan kegiatan; Penegak kinerja instansi
- pelaksanaan kegiatan; dan Hukum
- pelaporan hasil
monitoring.
PW PENGAWASAN
PW.01 Program Kerja Pengawasan
PW.01.01 a. Program Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Pembinaan/Fasilitasi Aparat Pengawas Eksternal, yang
Pengawasan Internal Penegak Mengeangeu
Hukum kinerja instansi
PW.01.02 b. Program Konsultasi dan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak | [nspektorat
Koordinasi Pengawasan Pengawas Eksternal, yang
Regional Internal Penegak mMeEngEangegu
Hulkum kinerja instansi
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PW.01.03 c. Program Kerja Paengawasan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Tahunan (PKPT) Pengawas Eksternal, yang
Internal Penegak Mmengeanggu
Hukum kinerja instansi
PW.01.04 d. Program pemantauan hasil Terbatas Eselon 1, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
pengawasan dan pemeriksaan Pengawas Eksternal, yang
Internal Penegak mengganggl
Hukum kinerja instansi
PW.02 Pelaksanaan Pengawasan
PW.02.01 a. Pengawasan Internal Terbatas Eselon [I, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Pengawas Eksternal, yang
- Laporan Hasil Audit (LHA), Internal Penegak Mmengganggu
Laporan Hasil Hukum kinerja instansi
Pemeriksaan (LHFY},

Laporan Hasil Ewvaluasi
(LHE), Laporan Akuntan
(LA), Laporan  Auditor
Independen (LAl), yang
tidak memerlukan tindak
lanjut;

Laporan Hasil  Audit
Investigasi (LHAI) yang
mengandung Tindak
Pidana Korupsi (TPK] dan
memeriukan tindak lanjut;
dan

Laporan Reviu RHKAKL,
Reviu Laporan Keuangan,
Reviu Laporan Kinerja dan
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Reviu Laporan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Negara (REKBMN).

PW.02.02 . Pengawasan Eksternal Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Pengawas Eksternal, yang
- administrasi pengawasan Internal Penegak Mengganggu
terdiri atas: surat Hukum kinerja instansi

peEnugasan, sural
pembentahuan, dll;
Laporan Hasil Audit (LHA),
Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP),
Laporan Hasil Ewalaasi
(LHE), Laporan Akuntan
(LA), Laporan  Auditor
Independen (LAI), yang
memerlukan tindak lanjut;
Laporan Hasil Audit (LHA),
Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP),
laporan Hasil Evaluasi
(LHE), Laporan Akuntan
(LA}, Laporan  Auditor
Independen  (LAI), wvang
tidak memerlukan tindak
lanjut; dan

Laporan Hasil Audit
Investigasi (LHAI] vyang
mengandung Tindak
Pidana Korupsi (TPK} dan
memerlukan tindak lanjut.

e —————




PW.02.03 ¢. Pengawasan Khusus Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | [nspektorat
Pengawas Eksternal, yang
- pemeriksaan sesual Internal Penegak mengganggu
perintah pimpinan Hukum kinerja instansi
PW.02.04 d. Pengawasan 150 Terbatas Eselon [I, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Pengawas Eksternal, vang
Internal Penegak mengganggy |
Hukum kinerja instansi |
PW.03 Pemantauan '
PW.03.01 a. Pemantauan Kegiatan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Pengawas Eksternal, yang
- Pengendalian Internal Internal Penegak Mmengeganggu
Pelaporan Keuangan Hukum kinerja instansi
(PIFK}:
- Monitaring Reformasi
Birckrasi; dan
- Pengawasan PNBF.
PW.03.02 b. Pemantauan Penyvelesalan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Tuntutan Ganti Rugi Pengawas Eksternal, yang
Internal Penegak mengganggu
- laporan kehilangan; Hukum kinerja instansi

- Berita Acara kehilangan
barang/uang;
SK tanggungjawab

mutlak;
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surat kesanggupan untuk
mengganti ke kas Negara,
dan

SK penghapusan uang
dan barang, laporan
penvelesaian TP/ TGR.

PW.03.03 . Pemantauan Penyelesaian Terbatas Esclon II, Pengawas | Memiliki dampak | Inspektorat
Tindak Lanjut Hasil Pengawas Eksternal, vang
Pengawasan Internal Pernegak Mengeanggu
Hulum kinerja instansi
PW.03.04 . Penerapan Early Waming | Biasa/ Terbuka Esclon IV, Publik, Tidak memiliki Inspektorat
Sistem Sub Pengawas dampak yvang
Koordinator, Eksternal, MeEngEanggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
PW.03.05 . Laporan Harta Kekayaan | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Inspektorat
Penvelenggara Negara Sub Pengawas dampak vang
(LHKPN) Koordinator, Eksternal, Mengeganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
PW.03.06 Pemantauan Disiplin Pegawai | Biasa/ Terbuka Eszelon IV, Publik, Tidak memiliki Inspektorat
Sub Pengawas dampak yang
Koordinator, Eksternal, mengEanggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
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PW.04 Gratifikasi dan  Whistle | Biasa, Terbuka | Eselon IV, Publik, Tidak memiliki | Inspektorat
Blowing System [(WES) Sub Pengawas dampak vang
Koordinator, Eksternal, MENEEANEEU
- Pelaporan gratifikasi dan Pengawas Penegak kinerja instansi
WBS; Internal Hukurm
- SK gratifikasi dan WBS;
dan
Laporan gratifikasi dan
WBS.
PW.05 Pengaduan Masyarakat (SPAN | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Inspektorat
Lapor/ Saber Pungli) Sub Pengawas dampak yvang
Koordinator, Eksternal, mengganggu ,
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
PW.06 ' Benturan Kepentingan/ Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Inspektorat |
Conflict of Interest (Col) Sub Pengawas dampak vang ,
| Koordinator, Eksternal, mMengEanggu
peta  potensi  adanya Pengawas Penegak kinerja instansi
benturan kepentingan, Internal Hukum
- tindaklanjut terhadap peta
potensi;
- SK Benturan Kepentingan;
dan
laporan benturan
kepentingan. '
PW.OT Kegiatan Pengawasan Lainnya
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PW.OT.01 . Sosialisasi Pengawasan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Pubilik, Tidak memiliki Inspektorat
Sub Pengawas dampak vang
Koordinator, Eksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
PW.07.02 . Bimbingan, Konsultasi dan Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Inspektorat
Asistensi Pengawasan Sub Pengawas dampak yang
Koordinator, Eksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
|
PW.07.03 . Pendidikan dan Pelatihan | Biasa/ Terbuka | Eselon IV, Publik, Tidak memiliki | Inspektorat
Pengawasan Sub Pengawas dampak yvang
Koordinator, Eksternal, MEngEanggy
Pengawas Penegalk kinerja instansi
Internal Hukum
PW.07.04 . Pemaparan Hasil Pengawasan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Inspektorat
Pengawas Eksternal, yang
Internal Penegak mengganggu
Hukum kinerja instansi
PW.07.05 . Keikutsertaan dalam Forum | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Inspektorat
APIP sub Pengawas dampak yang
Koordinator, Eksternal, mengEanggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
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PW.07.06 [, Satuan Pengawasan Intern | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Inspektorat
(SP1) [/ Sistem Pengendalian Sub Pengawas dampak yang
Intern Pemerintah (SPIP) Roordinator, Eksternal, mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
DI DATA DAN INFORMASI
DI.O1 Rencana Strategis/ Master Biasa,/ Terbuka | Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Plan Pembangunan Sistem Sub Pengawas dampak yang dan Informasi
Informasi (SIM) Koordinator, Eksternal, Mengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
. . Internal Hukum
DI.02 Rencana Pembangunan dan | Biasa/ Terbuka Eselon [V, Publik, Tidak memilika Pusat Data
Pengembangan TI Sub Pengawas dampak yang dan Informasi
Koordinator, | Eksternal, MENEEAngEU
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
DI.O3 Rancang Banmin sistem/ Terbatas Eselon 11, Pengawas Memuiliki dampak Pusat Data
Design sistem informasi dan Pengawas Eksternal, Yang dan Informasi
komunikasi Internal Pencgak Mmengganggu
Hukum kinerja instansi
DI.02 Dokumen Arsitektur
DIL.04.01 a. Aplikasi Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Pusat Data
Pengawas Eksternal, vang dan Informasi
Internal Penegak mengganggy
Hukum kinerja instansi
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dan/atau korban

DI.04.02 b. Infrastruktur dan Keamanan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak | Pusat Data
Pengawas Eksternal, yang dan Informasi
Internal Penegak Mengeanggu
Hukum kinerja instansi
DI.OG Dokumen Implementasi,
Operasional dan Pemeliharaan
DI.05.01 a. Implementasi, Operasional Terbatas Eselon 11, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
dan Pemeliharaan Aplikasi Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan, 1
Hukum pelapor, saksi, '
dan/atau korban | !
D1.05.02 b. Implementasi, Operasional Terbatas Eselon 11, Pengawas Mengungkapkan | Pusat Data
| dan Pemeliharaan Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Infrastruktur dan Keamanan Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,
dan/atau korban
DI1.0O6 Pengelolaan Data
D1.06.01 a. Pengumpulan dan Pengolah Terbatas Eselon I, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Data Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,
dan/atau korban
DL06.02 b. Perekaman dan Terbatas Eselon 11, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Pemutakhiran Data Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,
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DI.06.03 c. Analisis Data Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Pusat Data |
Pengawas Eksternal, vang dan Informas!
Internal Penegak MENgRaAngEU
Hukum Kinerja instansi
DI.0OG.04 d. Penyajian dan Pemanfaatan Biasa,/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Data sub Pengawas dampak vang dan Informasi
Koordinator, Eksternal, MEengeanggu
Pengawas Pencgak kinerja instansi
Internal Hukum
DI.0G.05 e. Data Base Terbatas Eselon 11, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,
dan /atau korhan
DL.OT Migrasi dan Integrasi Data/
Aplikasi
DL.O7.01 a. Jaringan dan Server Terbatas Eselon I1, Pengawas Mengungkapkan | Pusat Data
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,

dan fatau korban
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DIOT.02 b. Data dan Aplikasi Terbatas Eselon 1, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,
dan/atau korban
DL.O7.03 c. Evaluasi Teknologi Informasi Terbatas Eselon 11, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,
dan/atau korban
DI.OB Keamanan Data
DI.O&.01 a. Backup Data Terbatas Eselon I, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
| Hukum pelapor, saksi,
dan/atau korban
D1.08.02 b. Anti Virus Biasa/ Terbuka Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Sub Pengawas dampak vang dan Informasi
Koordinator, Eksternal, Mmengganggu
Pengawas Penegak kinerja instansi
Internal Hukum
D1.08.03 c. Firewall Terbatas Eselon 1, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saksi,




O

danfatau korban

DI.O9 9 | Dokumen Hosting dan Domain Terbatas Eselon II, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
Pengawas Eksternal, identitas dan Informasi
- formulir permintaan Internal Penegak informan,
hosting, Hukum pelapor, saksi,
- laporan hasil uji dan/atau korban
kelayakan; dan
- laporan pelaksanaan
hosting.
I
DI.10 10 | Keanggotaan/Langganan/Jarin Terbatas Eselon 11, Pengawas Mengungkapkan Pusat Data
gan Pengawas Eksternal, identitas | dan Informasi
Internal Penegak informan,
Hukum pelapor, saks,
dan/atau korban
PK XV | PENELITIAN DAN |
PENGHAJIAN
PK.O1 1. Persiapan Penelitian dan Biasa/ Terbuka Eseclon IV, Publik, Tidak memiliki | Pusat Data
Pengkajian Sub Pengawas dampak yang dan Informasi
Koordinator, Eksternal, mengganggu
-  surat permohonan Pengawas Penegak kinerja instans:
penelitian; Internal Hukum
- survei dan wawancara
kepada narasumber
| terkait;
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TOR/ proposal;

SK Penetapan tim kerja;
surat

persetujuan/ penolakan
penelitian; dan

laporan pendahuluan.

PK.02 . Pelaksanaan Penelitian dan
Pengkajian
|
PK.02.01 . Pelaksanaan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Pusat Data |
Penelitian /Pengkajian Pengawas Eksternal, yang dan Informasi
Internal Penegak mengganggu |
- Kontrak Kerja; Hukum kinerja instansi .
-  Surat Keputusan; I
- penetapan biaya |
penelitian; dan '
- laporan penelitian
(laporan antara dan
laporan linalisasi).
PK.02.02 . Seminar/Workshop Hasil | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Penelitian Sub Pengawas dampak yang dan Informasi
Koordinator, Eksternal, mengganggu
- proposal, Pengawas Penegak kinerja instansi
- SK Penetapan Internal Hukum
MNarasumber;

surat undangan scminar/
workshop,

jadwal acara/ kegiatan,
daftar hadir peserta
seminar/ workshop,
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materi seminar/ workshop,
notulen kegiatan seminar/
workshop; dan

laporan kegiatan seminar/
workshap.

PK.02.03 . Hasil Penelitian dan | Biasa/ Terbuksa Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Pengkajian Sub Pengawas dampak yang | dan Informasi
Koordinator, Eksternal, mengganggu
- laporan hasil penelitian Pengawas Penegak kinerja instansi
vang bersifat strategis Internal Hukum
(nasional dan
internasional); dan
- laporan hasil penelitian
yang bersifat
urnum / biasa.
PK.02.04 . Desiminasi/ Publikasi Hasil | Biasa/ Terbuka Esclon 1V, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Penelitian Sub Pengawas dampak vang dan Informasi
Koordinator, Eksternal, mengganggu
- surat undangan Pengawas Penegak kinerja instansi
desiminasi; Internal Hukum

jadwal acara desiminasi;
laporan kegiatan
desiminasi;

naskah sambutan;

daftar hadir
desiminasi;
notulen
desiminasi; dan
materi
diseminasi/publikasi hasil

peserta

kegiatan
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peneltian.

PK.02.05 e. Pemanfaatan Hasil Penelitian | Biasa/ Terbuka Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Sub Pengawas dampak yang | dan Informasi
- surat ijin pemanfaatan/ Koordinator, Eksternal, Mengganggu
penggunaan hasil Pengawas Penegak kinerja instansi
penelitian; dan Internal Hukum
- laporan Pemanfaatan
Hasil Penelitian, dll.
PK.03 3. Evaluasi Hasil Penelitian/ | Biasa/ Terbuka Eselon TV, Publik, Tidak memiliki Pusat Data
Pengkajian Sub Pengawas dampak yang dan Informasi
Koordinator, Eksternal, mengganggy
- surat evaluasi; Pengawas Penegak kinerja instansi
- isian formulir evaluasi; Internal Hukum
dan
- laporan hasil evaluasi.
PK.04 4. Data dan Informasl | Biasa/ Terbuka Eselon IV, Puhblik, Tidak memiliki Pusat Data
Penelitian Sub Pengawas dampak vang dan Informasi
Koordinator, Eksternal, mMengeanggy
- laporan penelitian yang Pengawas Penegak kinerja mnstansi
pernah dilakukan; dan Internal Hukum

daftar penelitian yang
pernah dilakukan.
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PK.OS5

5. Forum Penelitian

daftar anggota forum
penelitian;

- laporan kepiatan
penelitian;

- laporan hasil penelitian;

- daftar hasil penelitian;
dan

- laporan kegiatan.

Biasa,/ Terbuka

Eselon IV, Publik,
Sub Pengawas
Koordinator, Eksternal,
Pengawas Penegak
Internal Hukum

Tidak memiliki |

dampak yang

MengEanggy
kinerja instansi

Pusat Data
dan Informasi

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN BP2MI

KLASIFIKASI KLASIFIKASI HAK AKSES DASAR UNIT
\RSIP . NAMA / JENIS ARSIP
NO ! KEAMANAN PERTIMBANGAN | PENGOLAH
INTERNAL | EKSTERNAL
=1 I | SISTEM DAN STRATEGI
88.01 1 | Pengkajian Standar dan Mekanisme -
Kerja
o . Pengkajian standar dan mekanisme Biasa/ Eselon IV, Publilk, Tidak memiliki Direktorat
| kerja di bidang penempatan Pekerja Terbuka Sub Pengawas dampak yang Sisterm dan
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Migran Indonesia antara lain kerja | ' Koordinator, | Eksternal, mengganggu Strateg:
z=ama dan vernifikasi penyiapan | | Pengawas Penegak kinerja instansi Penempatan
dokumen, sosialisasi dan kelembagaan Internal Hukum dan
penempatan, pelayanan penempatan, Pelindungan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kawasan I, II
pemberdayaan serta pengamanan dan dan Il
pengawasan Pekerja Migran Indonesia, | |
dan kena sama Juar negern vang | |
| meliputi; '
| = penyiapan bahan;
- telaah; | i
| - pemberian masukan dan |
pemberian dukungan;
- pengumpulan  dan  pengolahan
| data; dan
| - laporan. |
| ;
PP 1l  PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN 1 ! 2
 INDONESIA !
PP.01 1 | Pemetaan Peluang Kerja Luar Negeri Biasa/ | Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Direktarat
- data supply dan demand, Terbuka Sub Pengawas dampak yvang Penempatan
- data hasil permintaan Pekerja Koordinator, Eksternal, MengeEangeL . Pemerintah
Migran Indonesia [demand), Pengawas Penegak kinerja instansi | dan Dircktorat
- data hasil penawaran Pekena Internal Hukum | Penempatan
Migran Indonesia (supply}; i Nonpemerintah
- data pencari kerja melalui jobsinfo; ' Kawasan | dan
dan l Il dan
data hasil peningkatan kualitas ! Direktorat
(upgrading skill). | Penempatan

Hﬂ_wasan 11
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1
PP.02 2  Pelayanan Penempatan Pemerintah
PP.02.01 a. Perencanaan Penempatan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
- surat permintaan; dan Terbuka Sub Pengawas dampak vang Penempatan
- Technical Arrangement. | Koordinator, Eksternal, MengEanggEL Pemerintah
| Pengawas Penegak kinerja instanst | Kawasan | dan
Internal Hukum Il dan
Direktorat
Penempatan
Kawasan [I]
PP.O2.02 'b. Penyebarluasan Informasi Kerja Biasa/ Ezelon IV, Publil, | Tidak memiliki Direktorat
Penempatan Pemerintah Terbuka Sub Pengawas dampak vang Penempatan
- pasar kerja; dan Koordinator, Eksternal, mengEanggu Pemerintah
- kondisi kerja di luar negeri. Pengawas Penegak kinerja instans1 | Kawasan [ dan
Internal Hukum Il dan
Direktorat
Penempatan
Kawasan 111
PP.O2.03 c. Diseminasi Pelayanan Penempatan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memilika Direktorat
Pemerintah Terbuka Sub Pengawas dampak vang Penempatan
Koordinator, Eksternal, Mmengeanggu Pemerintah
Pengawas Pencgak kinerja instansi Kawasan | dan
Internal | Hukum i B Il dan
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Direktorat
Penempatan
Kawasan II1
PP.02.04 . Seleks1i Calon Pekerja Migran Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Indonesia Terbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan
- pengumuman; Koordinator, Eksternal, mengganggu Pemerintah
- verifikasi dokumen; dan Pengawas Penegak kinerja instansi | Kawasan | dan
- dokumen pelaksanaan seleksi. Internal Hukum 1l dan
Direktorat
Penempatan
Kawasan 11T
PP.02.03 . Penerbitan Sertifikat Kelulusan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Terbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan
Koordinator, Eksternal, MENgEangau Pemerintah
Pengawas Penegak kinerja instansi | Kawasan | dan
Internal Hukum Il dan
Direktorat
Penempatan |
Kawasan [II |
PP.0O2.06 Fasilitasi Pemberangkatan Calon Terbatas Eselon [I, Pengawas Memiliki dampak Direktorat |
Pekerja Migran Indonesia Pengawas Eksternal, terkait privasi Penempatan
- pEngumuman; Internal Penegak Seseorang Pemerintah
- dokumen penempatan; Hukum | Kawasan | dan
- dokumen jati diri (KTP, surat Il dan
keterangan status perkawinan, Direktorat
surat ijin suami/isteri, kartu Penempatan
kepesertaan jaminan kesehatan, Kawasan I11

visa, paspor};
- sertiikat kompetensi;
- Perjanpan Penempatan;
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- Perjanjian Kerja;
- pemeriksaan kesehatan; dan
- fasilitasi pembiayaan melalui
kerja sama dengan lembaga
keuangan.
PP.02.07 g. Orientasi Pra Pemberangkatan {OPP) Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Penempatan Pemenintah Terbuka sub Pengawas dampak vang Penempatan
Koordinator, Eksternal, MeNEgANEEU Pemerintah
Pengawas Penegak kinerja instansi | kawasan | dan
Internal Hukum Il dan
Direktorat
Penempatan
Kawasan Il
PP.O2.08 'h. Koordinasi  dengan Perwakilan Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Republik Indonesia di Luar Negeri Pengawas Eksternal, terkait privasi Penempatan
[Perwakilan RI) Internal Penegak SESecrang Pemerintah |
- surat pemberitahuan kepada Hukum Kawasan [ dan |
Perwakilan RI; dan IT dan
- laporan penempatan dar Direktorat
Perwakilan RI. Penempatan
Kawasan [l
PP.03 Pelayanan Penempatan
Nonpemerintah
PP.03.01 a. Kelembagaan Penempatan Biasa/ Eszelon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
- penerbitan Surat Izin Terbuka Sub Pengawas dampak vang Penempatan
Perekrutan Pekerja Migran Koordinator, Elksternal, mengEanggl Nonpemerintah
Indonesia Pengawas Penegak kinerja instansi Kawasan [ dan
Internal Hukum Il dan
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|

Direktorat
Penempatan
Kawasan [l

PP.03.02 Pembinaan Kelembagaan Biasa/ Eselon IV, Publilk, Tidak memiliki |  Direktorat
- updating data profil lembaga Terbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan
penempatan Pekerja Migran Koordinator, Eksternal, mengganggu Nonpemerintah
Indonesia (P3MI); Pengawas Penegak kinerja instansi | Kawasan | dan
- pemberian User [D dan Internal Hukum Il dan
password; dan | Direktorat
- pelimpahan Calon  Pekerja Penempatan
Migran Indonesia. Kawasan 111
PP.03.03 Penyebarluasan Informasi Kerja Biasaf Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Penempatan Nonpemerintah Terbuka Sub Pengawas dampak vang Penempatan |
- pasar kerja; dan Koordinator, Eksternal, mengganggu Nonpemenntah
- kondisi kerja di luar negeri. Pengawas Penegak kinerja instansi | Kawasan [ dan
Internal Hukum Il dan
Direktorat
Penempatan
Kawasan [lII
PP.03.04 Diseminasi Pelayanan Penempatan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak mermiliki Direktorat
Nonpemerintah Terbuka Sub Pengawas dampak vang Penempatan
Koordinator, | Eksternal, MmEngganggu Nonpemerintah
Pengawas Penecgak kinerja instansi | Kawasan [ dan
Internal Hukum Il dan
Direktorat
Penempatan

Kawasan II1
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PP.03.05 c. Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Atap (LTSA)/Layanan Terpadu Terbuka Sub Pengawas dampak yang Penempatan
Satu Pintu (LTSP) Koordinator, | Eksternal, mengganggu Nonpemerintah
- surat koordinasi dengan Pengawas Penegak kinerja instansi | Kawasan [ dan
Pemerintah Daerah Internal Hukum 11 dan
Provinsi/ Kabupaten/ Kota; Direktorat
- integrasi pelayanan pengaduan Penempatan
dan informasi, keimigrasian, Kawasan [II
kependudukan dan catatan
sipil, Kementerian Kesehatan,
perbankan, kepohsian, dan
jaminan sosial, dll; dan
- laporan monitoring dan
evaluasi layanan LTSA/LTSP.
PP.03.06 f. Orientasi Pra Pemberangkatan Biasa/ Eselon 1V, Publik, Tidak memiliki Direktorat
1{ZIF'F"] Penempatan Nonpemerintah Terbuka Sub Pengawas dampak vang Penempatan
pelaporan pelaksanaan OPF,; Koordinator, Eksternal, mMeEngganggu Nonpemernintah
dan Pengawas Penegak kinerja instansi | Kawasan [ dan
- standar kompetensi instruktur Internal Hukum Il dan
OPP. Direktorat
Penempatan
Kawasan |1l
PP.04 Monitoring dan Evaluasi Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Penempatan Pekerja Migran Pengawas Eksternal, terkait privasi Penempatan
Indonesia Internal Penegak seseorang Nonpemerintah
Hukum Kawasan | dan
[T dan
Direktorat
Penempatan

Kawasan [II
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PB PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
PB.O1 Pelayanan Pelindungan I
PB.01.01 a. Evaluasi Kinerja Kelembagaan Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Penempatan Terbuka | Sub Pengawas dampak vang Pelindungan
- surat rekomendasi sanksi | Koordinator, Eksternal, mengganggu dan
administrasi; | Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayaan
- surat sanksi administrasi dari | Internal Hukum Kawasan
menteri yang membidangi ' LI dan III
ketenagakerjaan,
- surat keputusan pengenaan 1
tunda pelavanan;
- surat keputusan pengakhiran
tunda pelavanan; |
- surat rekomendasi pencabutan
SIP3MI;
- pakta integritas pada
kelembagaan penempatan; dan
surat rekomendasi prestasi/
peringkat kelembagaan.
PB.01.02 b. Pelayanan Calon Pekerja Migran Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Indonesia/ Pekerja Migran Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pelindungan
Indonesia Sebelum Bekerja Koordinator, Eksternal, mengganggu dan
- keabsahan dokumen Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayaan
penempatan; Internal Hulum Kawasan
- peénetapan dan kondisi syarat [II,dan III
kerja; dan
- pelayvanan teknis.
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PB.01.03 ¢. Pelayanan Pekenja Migran Biasa/ Eseclon 1V, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Indonesia Selama Bekerja Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pelindungan
- pelayanan jaminan sosial; Koordinator, Eksternal, MEeNgEangEu dan
- surat permochonan fasilitasi Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayaan
repatriasi; Internal Hukum Kawasan
- rekomendasi klaim asuransi [.Il,dan Il
Pekerja Migran Indonesia;
- permohonan masuk perawatan
frekam medis dan paspor
Pekerja Migran Indonesia yang
salgit);
- permohonan data pelayanan
kepulangan; dan
- apresiasi/informasi ke
KBRI/KJRI/KDEI;
PB.01.04 d. Pelavanan Pekerja Migran Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Indonesia Setelah Bekerja Terbuka Sub Pengawas dampak vang Pelindungan
- pelayanan kepulangan sampail Koordinator, Eksternal, mMengEangEyl dan
daerah asal; Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayaan
- penyelesaian hak Pekerja Migran Internal Hukum Kawasan
Indonesia selama bekerja yang 1,Il.dan 11
belum terpenuhi; dan
- penelusuran alamat  Pekerja
Migran Indonesia.
FB.0O2 Pelayanan Pengaduan
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PB.O2.01

. Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan

dokumen
pengaduan;
formulir verilikasi dan wvalidasi
pengaduan,

surat keluar koordinasi tindak
lanjut penganan pengaduan ke
Perwakilan RI, Unit Pelaksana
Teknis BP2MI, dinas/ instansi
terkait;

surat keluar
perkembangan
Pengadu;
surat masuk mengenai informasi
perkembangan kasus/tindak
lanjut

kasus ke Perwakilan RI, Unit
Pelaksana Teknis BP2MI,
formulir analisis dan klasifikasi
permasalahan;
nota dinas
pengaduan;
surat undangan klarifikasi;
daftar hadir klarifikasi;
formulir pernyataan klarifikasi;
notulen hasil klarifikasi; dan
rekomendasi penutupan kasus.

penerimaan

informasi
pengaduan ke

distribusi

Biasa/
Terbuka

Eselon IV,
Sub
Koordinator,
Pengawas
Internal

Publik,
Pengawas
Eksternal,

Penegak

Hukum

Tidak memiliki
dampak vang
mengganggu

kinerja instansi

= ——

Direktorat
Pelindungan
dan
Pemberdayaan
Kawasan
I,I,dan II

FB.D2.02

. Diseminasi Pelayanan Pengaduan

Biasa/
Terbuka

Eselon IV,
Sub
Koordinator,
Pengawas
Internal

Publik,
Pengawas
Eksternal,

Penegak

Hukum

Tidak memiliki
dampak yang

mengganggu
kinerja instansi

Direktorat
Pelindungan
dan
Pemberdayaan
Kawasan
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R

LI, dan 1T

FB.02,03 | ¢. Survel Kepuasan Masyarakat Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pelindungan
Koordinator, Eksternal, mengEanggu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayvaan
Internal Hukum Kawasan
1,Il,dan 111
PB.02.04 | d. Data Rekapitulasi Pengaduan dari Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Unit Pelaksana Teknis BP2ZMI Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Internal Pencgak SCSCOTANE dan
Hukum Pemberdayaan
Kawasan
1Il,dan III
PB.03 Mediasi dan Advokasi
PB.03.01 a. Pelaksanaan Mediasi dan Advokasi Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Internal Penegak SESEOrang dan
Hukum Pemberdayaan
Kawasan
1,11, dan [II
PB.03.02 b. Koordinasi Tindak Lanjut Terbatas Eselon II, Pengawas Mermiliki dampak Direktorat
Penanganan Pengaduan dengan Pengawas Eksternal, terkait privas: Pelindungan
Perwakilan RI, Unit Pelaksana Internal Penegak SESCOTAnE dan
Teknis BP2MI, Dinas/Instansi Hukum Pemberdayaan
terkait Kawasan
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1,11, dan 1II
PB.03.03 ¢. Informasi Perkembangan Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Pengaduan ke Pengadu Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Internal Penegak SEesSeOTang dan
Hukum Pemberdayaan
Kawasan
[II,dan III
PB.03.04 d. Perkembangan Kasus/Tindak Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Lanjut Kasus, Perwakilan Rl, Unit Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
i Pelaksana Teknis BP2MI, dan Internal Penegak SESCOTATE dan
: Dinas/Instansi Terkait Hukum | Pemberdayaan
' l Kawasan
. Lil,dan I
PB.0O3.05 'e. Bantuan Hukum  Penyelesaian Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
. Kasus bagi Pekerja  Migran Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Indonesia Internal Penegak SCSCOTANE dan
Hukum Pemberdayaan
Kawasan
11, dan III
PB.03.06 f. Laporan Penanganan Kasus Calon Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Migran Indonesia/Keluarga vang Internal Penegak SESEOrAng dan
Telah Selesai Hukum Pemberdayaan
Kawasan
[.II,dan III
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PB.04 Penanganan Calon Pekerja Migran
Indonesia Nonprosedural
PB.04.01 a. Laporan Informasi Dugaan Kasus '
PB.04.02 b. Klarifikasi Terkait Hasil Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Direktorat
Pengamanan Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Internal Penegak SESCOTAng dan
Hukum Pemberdayaan
Kawasan
1.11,dan 111
PB.04.03 c. Penitipan Calon Pekerja Migran Terbatas Eselon II, Ptnﬁﬁas Memiliki dampak Direktorat
Indonesia Hasil Sweeping Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Internal Penegak SEeSEOTAng darn
Hukum Pemberdayaan
Kawasan
[II,dan III
PB.04.04 d. Koordinasi Tindak Lanjut Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Pengamanan Heberangkatan dan Pengawas Eksternal, terkait privasi | Pelindungan
kepulangan: Perwakilan RI, UPT Internal Penegak seseorang ; dan
BP2MI, Dinas/Instansi Terkait Hukum | Pemberdayaan
: Kawasan
[Il,dan III
PB.04.05 e. Laporan Hasil Sweeping Terbatas Eselon 1, Pengawas Memiliki dampak Direkiorat
- daftar nominatif Calon Pekerja Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Migran Indonesia; Internal Penegak SESCOTANgE dan
- biodata Calon Pekerja Migran Hukum Pemberdayaan
Indonesia; Kawasan
- daftar hadir Calon Pekerja I, dan I
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Migran Indonesia; dan
- berita acara serah terima Calon
Pekerja Migran Indonesia.

PB.04.06 f. Koordinasi Tindak Lanjut Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Penanganan Kasus Hasil Sweeping: Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Perwaklian Rl, UPT BP2MI, Internal Penegak SESCOTANE dan
Dinas/Instansi Terkait Hukum | Pemberdayaan
- Kawasan
| LildanIl
PB.04.07 g. Pelimpahan kasus hasil sweeping Terbatas Eselon I, Pengaf:aa Memiliki dampak |  Direktorat
Pengawas Eksternal, terkait privasi | Pelindungan
Internal Penegak SeSE0rang | dan
Hukum Pemberdavaan
| Kawasan
1,11, dan 11
PB.04 .08 ' h. Monitoring dan Evaluasi Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Pengamanan dan Pengawasan Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Laporan Monitoring dan Internal Penegak SEeSEOorang dan
Evaluasi Pengamanan  dan Hukum Pemberdayaan
Pengawasan Kawasan
ILII,dan III
PB.0S Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi

Purna Pekerja Migran Indonesia
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PB.05.01 . Pendataan Purna Pekerja Migran Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Darektorat
Indonesia Bermasalah Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Internal Penegak SESEOTANg dan
Hukum Pemberdavaan
Kawasan
I1l,dan 1l
PB.05.02 . Tindak lanjut rehabilitasi Pekera Terbatas Eselon I, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
Migran Indonesia Bermasalah Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
- Rekomendasi dari Dinas Sosial; Internal Penegak SEeSEOrang dan
- Hasil koordinasi dengan Dinas Hukum Pemberdayaan
terkait; Kawasan
. 1.ll,dan Il
PB.05.03 . Pemulangan Pekerja Migran Terbatas Eselon II, Pengawas Memiliki dampak = Direktorat
Indonesia Bermasalah Pengawas Eksternal, terkait privasi | Pelindungan
- Berita acara serah terima Internal Penegak seseorang | dan
kepada keluarga Hukum Pemberdayaan
Kawasan
LIl,dan III
PB.05.04 . Pemberdayaan Ekonomi Purna Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Pekerja Migran Indonesia Terbuka Sub Pengawas dampak vang Pelindungan
Keordinator, Eksternal, mMengganggu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayaan
Internal Huloum Kawasan
1,11,dan LI
PB.05.05 . Literasi keuangan Purna Pekerja Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Migran Indonesia Terbuka Sub Pengawas dampak vang Pelindungan
Koordinator, Eksternal, mMengRanggu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdavaan
Internal Hulkum Kawasan
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LIl dan [1I
FB.05.06 f. Edukasi wirausaha Biasa/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
Terbuka Sub Pengawas dampak yang Pelindungan
Koordinator, Eksternal, Mmengganggu dan
Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayaan
Internal Hukum Kawasan
L,IL,dan Il
PB.O5.07 | g. Program Pendampingan Keluarga Biasza/ Eselon IV, Publik, Tidak memiliki Direktorat
| Pekerja Migran Indonesia Terbuka Sub Pengawas dampak vang Pelindungan
Koordinator, Eksternal, MEngEang gl dan
Pengawas Penegak kinerja instansi | Pemberdayaan
. Internal Hukum Kawasan
| 1,11,dan III
PB.05.08 h. Fasilitasi akses permodalan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak Direktorat
(kerjasama dengan Perbankan/ Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Lembaga Keuangan Internal Penegak SESCOTANE dan
Hukum Pemberdayaan
Kawasan
1I1dan III
PB.06 Monitoring Ewaluasi Pelindungan Terbatas Eselon 11, Pengawas Memiliki dampak | Direktorat
dan Pemberdayaan Pengawas Eksternal, terkait privasi Pelindungan
Internal Penegak seseorang dan
Hukum Pemberdayvaan
! Kawasan
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1,11, dan 111

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI




